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Nama Auditi
Ruang Lingkup
Sertifikasi
Tahapan Kegiatan
Tanggal Audit

PT POLEKO YUBARSONS (PY)

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas
69.815 Hektar di Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
Sertifikasi Awal Kinerja PHL

7-14 Juni 2024

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN
SERTIFIKASI AWAL PHL

a.
b.

Nama LPVI
Alamat Kantor

Email

Nomor Akreditasi
KAN

Penetapan LPVI

Penanggung Jawab
LPVI

Pengambil Keputusan
Tim Audit

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a.
b.

Nama PBPH
Alamat Kantor

Lokasi Basecamp
Nomor SK PBPH
Luas dan Lokasi Areal
PBPH

Jenis Usaha
Pemanfaatan Hutan
Pengurus Badan
Usaha

MR Kegiatan Audit

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma
Bangsa No. 80 Samarinda.75121
trustindoprimakarya@gmail.com

LPVI -017-IDN

Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 Desember 2025

SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 Desember 2025

Ir. Kurnia, [PU

Ir Kurnia, IPU

Ir Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat/ Ketua Tim Audit)
Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut, (Auditor PHL Produksi)
Uhan Suhanda, S.Hut, (Auditor PHL Ekologi)

Ir Wasis Kuncoro (Auditor PHL Sosial)

Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor VLHH Hulu)
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PT POLEKO YUBARSONS (PY)

JIn. Puri Kencana Rukan Puri Niaga | Blok K7. No. IV Kel.
Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Prov.
DKI Jakarta 11610

Desa Baru Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara
No. SK.17/MenLHK/Setjen/HPL.2/1/2023 tanggal 13 Januari 2023
Hutan Produksi seluas +69.815 Hektar di Kab. Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara.

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

1. Komisaris Utama : Nugroho Hendarto

2. Komisaris : Rina Tanny
3. Direktur Utama : Ichan’s Liwongto
4. Direktur : Aneta Henikowati

Ichan’s Liwongto
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3.

RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEG

1)

2)

3)

IATAN AUDIT :

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :
a) Sebelum penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XIV Ambon tanggal 28 Mei 2024 secara daring melalui zoom
meeting diterima oleh Bpk Muhammad Nur Abdullah Aziz (Kepala Seksi
PEPHPHL); Popy Anggraini; Duwi Saputro, S.Hut.; Andri Priyadi Sukmana (PEH
dan Staf BPHL Wil. XIV Ambon)

2. Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara, tanggal 29 Mei 2024 di Kantor Dinas
Kehutanan Prov. Maluku Utara diterima oleh Bpk. Fachrurrazi Djauhari, S.Hut.
(Kabid PPHH - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara)

b) Setelah penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XIV Ambon tanggal 13 Juni 2024 secara daring melalui zoom
meeting diterima oleh Bpk Muhammad Nur Abdullah Aziz (Kepala Seksi
PEPHPHL); Popy Anggraini; Duwi Saputro, S.Hut.; Andri Priyadi Sukmana (PEH
dan Staf BPHL Wil. XIV Ambon).

2. Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara, tanggal 13 Juni 2024 di Kantor Dinas
Kehutanan Prov. Maluku Utara diterima oleh Bpk. Fachrurrazi Djauhari, S.Hut.
(Kabid PPHH - Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara).

Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Pada kegiatan Sertifikasi Awal Kinerja PHL PT Poleko Yubarsons ini Tim Auditor melakukan
konsultasi publik dengan tokoh masyarakat sekitar yang dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 7 Juni 2024 jam 08:00 — 10:00 WIT bertempat di Ruang Pertemuan Desa Baru
Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan dengan menghadirkan Perangkat Desa, BPD, Tokoh
Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Baru. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni
2024 telah dilaksanakan konsultasi publik dengan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat
Desa Fluk Kec. Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan. Masyarakat secara umum telah
menyampaikan informasi, masukan, saran dan harapan khususnya yang berkaitan dengan
pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT Poleko Yubarsons dan CSR serta sejauh
mana peran serta dan manfaat keberadaan perusahaan di wilayahnya

Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 7-14 Juni 2024 di lokasi areal PBPH PT Poleko Yubarsons di Kec.
Obi, Kec. Obi Timur dan Kec. Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara
meliputi kegiatan :

No. Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan

1. Pertemuan Jumat. 7 | - Dihadiri Auditor, MR auditi, personel PIC

Pembukaan Juni 2024 pendamping.

- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi
pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan
tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit,
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No. Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan
di waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan,
Basecamp | rincian kegiatan audit dan temuan audit.
PT PY

2. | Verifikasi 8-12 Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai
Dokumen Juni Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/
dan 2024, di MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan
Observasi Basecamp dc;]kumen izn rekaman pada rentang 6 (enam)
Lapangan dan areal tahun terakhir.

kerja - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan
PT PY kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No.
SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang
waktu 12 (duabelas) bulan terakhir.

- Penilaian/verifikasi dilakukan dengan
memperhatikan masukan dari hasil koordinasi
dengan instansi kehutanan.

12 Juni | - Dihadiri Auditor, MR, dan personel PIC

3. Pertemuan

Penutupan 2024 pendamping.
di - Menyampaikan sekaligus memintakan
Basecamp | Persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu
PT PY penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan
tahapan kegiatan berikutnya.

- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap
temuan kesesuaian maupun temuan
ketidaksesuaiannya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN
a) Tanggal : 11 Juli 2024

b) Hasil Keputusan
1) PBPH PT Poleko Yubarsons dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat
SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 63,49% dan MEMENUHI Standar
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan).
2) Kepada PT Poleko Yubarsons dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari
(S-PHL).
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4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI
1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.1.1 . | Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai
( Bobot : 1) tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT,
Peta TBT dan BATB).
NILAI KINERJA : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1=2
Ringkasan . | Ketersediaan dokumen legal SK PBPH diverifikasi lengkap sebagai berikut :
Justifikasi 1) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No : 962/Kpts-

1171999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan
PT Poleko Yubarsons Trading Coy di Provinsi Daerah Tingkat | Maluku. SK HPH
berlaku untuk jangka waktu 55 tahun ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Dr. Ir. Muslimin Nasution yang dilengkapi peta lampiran skala
1:100.000 dengan areal seluas £86.599 Ha.

2) Addendum perubahan nomenklatur PBPH sesuai dengan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.915/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021
tanggal 13 Oktober 2021. Pada addendum tersebut mengubah sepanjang
menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk
kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.

3) Addendum perubahan Kedua berupa perubahan nama perusahaan sesuai dengan
keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.
SK.991/Menlhk/Setjen/HPL.2/9/2022 tanggal 9 September 2022. Pada SK ini
mengubah sepanjang menyangkut nama PBPH yang semula atas nama PT Poleko
Yubarsons Trading Coy menjadi atas nama PT Poleko Yubarsons.

4)  Perubahan Ketiga berupa perubahan luas areal sesuai dengan keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.
SK.17/MenLHK/Setjen/HPL.2/1/2023 tanggal 13 Januari 2023. Pada SK ini
mengubah luas areal PBPH PT Poleko Yubarsons menjadi seluas £69.815 Ha di
Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara dan mengeluarkan areal
seluas +14.220 Ha dari areal kerja. Terdapat peta lampiran skala 1:150.000 yang
ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
tanggal 13 Januari 2023.

Ketersediaan dokumen administrasi tata batas sejak diterbitkannya izin dinilai tersedia
belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan tingkat realisasi sebagai berikut :

1) Berdasarkan dokumen RKUPH periode 2013 — 2022 revisi tahun 2019 yang telah
disahkan dengan SK No. SK.1571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 28
Februari 2019 diketahui bahwa pelaksanaan tata batas PT Poleko Yubarsons telah
dilaksanakan sepanjang 133,8 Km atau sebesar 45,25% dari rencana sepanjang
295,7 Km.

2) Namun demikian realisasi penataan batas tersebut merupakan batas pada areal
seluas £86.599 Ha yang telah direalisasikan sampai dengan tahun 1998,
sedangkan mengacu pada SK PBPH Perubahan Ketiga yang mengurangi luas
areal menjadi seluas +69.815 Ha belum terdapat dokumen rencana penataan
batas maupun kegiatan pemancangan batas di lapangan.
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3) Ketersediaan dokumen administrasi tata batas PT Poleko Yubarson di lapangan
tidak tersedia sesuai dengan realisasi pelaksanaan penataan batas di lapangan
sebagaimana tabel berikut :

Trayek
No. Batas Laporan TBT Keterangan
A Blok | Rencana 108,3 Km Realisasi 75,4 Km
1 A-B TBT No. 29/1974 Dokumen administrasi TBT
2 B-C TBT No. 793/1993 Tlda.k. tersedia di basecamp
auditi
3 Cc-D Rencana TBT APL 2019
4 D-E TBT No. 596/1992
5 E-F Rencana TBT HAS 2019
6 F-G TBT No. 596/1992
7 G-H Rencana TBT HAS 2019
8 H-l TBT No. 596/1992
9 I-J TBT No. 29/1974
10 J-K Rencana TBT APL 2019
B Blok Il Rencana 187,4 Km Realisasi 58,4 Km
1 K-L TBT No. 29/1974 Dokumen administrasi TBT
Tidak ia di
2 LM TBT No. 739/1993 |dg . tersedia di basecamp
auditi
3 M-N Rencana TBT APL 2019
4 N-0 TBT No. 29/1974
5 0-P Rencana HL TBT APL
2019
6 P-Q TBT No. 281/1974
7 Q-K Rencana HL TBT APL
2019

Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
(Bobot:2)

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4

Ringkasan Sesuai dokumen RKUPH Revisi Periode 2013-2022 diketahui bahwa, PT Poleko
Justifikasi Yubarsons telah merealisasikan penataan batasnya di lapangan dengan ralisasi

sepanjang 133,8 Km atau sebesar 45,25% dari rencana sepanjang 295,7 Km pada
areal seluas +86.599 Ha sesuai dengan SK HPH tahun 1999 dan perubahannya.

Selanjutnya pada tahun 2023, terdapat perubahan luas areal menjadi seluas +69.815
Ha dan hasil perhitungan panjang tata batas pada areal yang baru seluas +69.815 Ha
sepanjang 336,188 Km dan telah direalisasikan sesuai dengan dokumen laporan TBT
sepanjang 241,537 Km atau sebesar 71,85% (Belum Temu Gelang).
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3. Verifier 1.1.3 . | Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not

(Bobot : 1) Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)

NILAI KINERJA : | Not Applicable (N/A)

Ringkasan : | Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan MR PT Poleko Yubarson terkait
Justifikasi penggunaan areal kerja tanpa melalui perizinan Skema KLHK diketahui bahwa PT

Poleko Yubarsons menyatakan tidak ada penggunaan areal kerja di luar skema KLHK.
Pada wilayah yang terdapat perizinan pertambangan berada di lokasi areal yang telah
dikeluarkan dari PT Poleko Yubarsons di wilayah Desa Fluk sesuai dengan perubahan
SK PBPH terbaru yaitu SK No. SK.17/MenLHK/Setjen/HPL.2/1/2023 tanggal 13 Januari
2023 yang mengubah luas areal PBPH PT Poleko Yubarsons menjadi seluas +69.815
Ha.

Terdapat Surat Pernyataan Direksi PT Poleko Yubarsons No. 019/SP/Dir-PY/NV/2024
tanggal 27 Mei 2024 yang menyatakan bahwa pada areal kerja PT Poleko Yubarsons
tidak terdapat izin lain dan konflik tenurial

4. Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
(Bobot : 2)
NILAI KINERJA | : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2x 2 =4
Ringkasan - | Areal kerja PBPH PT Poleko Yubarsons seluruhnya seluas £69.815 Ha dan terdapat
Justifikasi penguasaan oleh pihak lain yang diidentifikasi sementara seluas 9.851 Ha berupa

areal APL yang merupakan areal yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan
pemukiman, perladangan dan perkebunan serta kegiatan lainnya, sehingga total
penguasaan lahan oleh PBPH PT Poleko Yubarsons sebesar £69.815 Ha - 9.851 Ha =
59.964 Ha atau sebesar 85,89%. Namun demikian PT Poleko Yubarsons belum
melakukan identifikasi dan memetakan areal penguasaan lahan oleh pihak lain secara
keseluruhan.

Nilai Kinerja Indikator | : | 10/15 x 100% = 66,67% = SEDANG

Nilai i 2
Kematangan/Bobot

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.2.1 : | Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
(Bobot : 1) yang sesuai dengan PHL
NILAI KINERJA : | BAIK/ Nilai Aktual : 3x 1=3
Ringkasan : |a) PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen pernyataan Visi Misi dan Tujuan
Justifikasi Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direksi PT Poleko Yubarsons

No.10/PY/SK-DIRNVMT/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penetapan Visi,
Misi dan Tujuan Perusahaan PT Poleko Yubarsons serta Visi Misi dan Tujuan
perubahannya yang telah ditetapkan oleh Direksi PT Poleko Yubarsons pada
tanggal 8 Januari 2024.
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b) Hasil telaah terhadap visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi dan misi
perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi,
aspek ekologi, dan aspek sosial.

c) Visi Misi PT Poleko Yubarsons telah disosialisasikan kepada karyawan, pekerja
dan mitra kerja serta masyarakat sekitar dengan dokumentasi Berita Acara
sebagai berikut :

Tujuan Ada/ Dokumentasi
No. e . -
Sosialiasi Tidak (BA, Notulen,dll)

1. Internal Ada | BAP tanggal 19 Januari 2021
Perusahaan
dan Mitra
Kerja

2. Masyarakat Ada |- BAP sosialisasi di Desa Wooi pada
Desa Di tanggal 18 Desember 2018
Sekitar Areal - BAP sosialisasi di Desa Fluk Kec. Obi
Keja Selatan pada tanggal 04 Januari

2020 dan tanggal 18 Januari 2021

- BAP sosialisasi di Desa Fluk Kec. Obi
Selatan pada tanggal 18 Januari
2021

- BAP sosialisasi di Desa Fluk Kec. Obi
Selatan pada tanggal 29 Januari

2022.
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
(Bobot:2)
NILAI KINERJA | : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 =4
Ringkasan . | Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan
Justifikasi MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan

hutan lestari dinilai dapat mengimplementasikan sesuai dengan parameter yang telah
dicantumkan pada tujuan perusahaan di mana terdapat 8 (delapan) tujuan perusahaan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misinya sebagai berikut :

1. Terkait kepastian kawasan diverifikasi telah diimplementasikan, namun belum
seluruhnya dan PT Poleko Yubarsons belum merealisasikan tata batas temu
gelang, khususnya dengan adanya perubahan luas areal kerja.

2. Melaksanakan prinsip-prinsip PHL telah diimplementasikan dengan telah memiliki
sertifikat PHL pada periode 2018-2023 sebelumnya, walaupun telah berakhir dan
saat ini sedang mengupayakan kembali sertifikasi PHL.

3. Membangun kelembagaan yang profesional telah diimplementasikan dengan
menyusun struktur organisasi dan mengisi dengan personil serta peningkatan
dan pemeliharaan kompetensi karyawannya. Pada bagian ini struktur organisasi
telah terbentuk namun pengisian tenaga profesional kehutanan dan GANISPH
masih dinilai kurang lengkap

4. Pengalolasian dana untuk menunjang terwujudnya pengelolaan hutan lestari
dinilai belum diimplementasikan mengingat hasil penilaian kinerja sebelumnya
masih bernilai "buruk”.
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5. Mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna diimplementasikan dalam
kegiatan pengelolaan lingkungan dan penetapan kawasan lindung dengan
penandaan pengelolaannya. Namun terkait perlindungan dan pengamanan hutan
serta pengelolaan fisik kimia tanah dan air dinilai masih belum diimplementasikan
dengan baik.

6. Membuka peluang dan kesempatan kerja telah diimplementasikan sesuai dengan
informasi dari Kepala Desa Fluk dan tokoh masyarakatnya yang menyatakan
bahwa warga desa telah menjadi bagian dari pekerja dan karyawan PT Poleko
Yubarsons, walaupun pada 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak aktif.

7.  Memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah diimplementasikan dengan
pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR serta kontribusi peningkatan ekonomi
masyarakat.

8. Dalam hal menerapkan teknik pengelolaan hutan modern dengan memanfaatkan
teknologi dinilai masih belum diterapkan di lapangan.

Dengan demikian implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT

Poleko Yubarsons telah dijalankan mengarah kepada visi dan misi walaupun belum

sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan visi dan misi. Dari 8 (delapan)

parameter yang menjadi tujuan perusahaan terdapat 2 (dua) paramater yang tidak
diimplementasikan, sedangkan 6 (enam) parameter lainnya telah diimplementasikan
walaupun masih dinilai terbatas dan belum sepenuhnya. Manajemen PT Poleko

Yubarsons telah mengimplementasikan kegiatan pengelolan hutan lestari mengarah

kepada visi dan misi dengan penerapan/ implementasi secara keseluruhan sebesar

6/8 = 75%.
Nilai Kinerja Indikator | : | 7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG
Nilai c 2

Kematangan/Bobot

3) Indikator 1.3 :
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1. Verifier 1.3.1 . | Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya
(Bobot : 2) pengelolaan hutan yang lestari
NILAI KINERJA | : | SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
Ringkasan : | Tersedia Struktur Organisasi dan job description yang telah ditetapkan oleh Direksi
Justifikasi dan sesuai dengan kerangka PHL. Pada bagan struktur organisasinya masih belum

mencantumkan nama pejabat pada masing-masing jabatannya.

Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Direktur PT Poleko Yubarsons
menjelaskan bahwa pengisian personil pada masing-masing jabatan dalam Struktur
Organisasi masih belum lengkap di mana selama 2 (dua) tahun terakhir terdapat
perubahan luas areal dan penyusunan RKUPH yang baru sehingga tidak terdapat
kegiatan di lapangan yang mengakibatkan pengisian personil masih belum lengkap.

2. Verifier 1.3.2 . | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis
(Bobot : 2) menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan
pengelolaan hutan sesuai ketentuan
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NILAI KINERJA

BURUK/ Nilai Aktual : 1x2 =2

Ringkasan
Justifikasi

Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Poleko Yubarsons sampai
dengan saat audit :
1) Sarjana Kehutanan :
1) Total dimiliki saat ini 2 orang.
2) Bertugas di lapangan sejumlah 2 orang, pada bagian operasional lapangan
yaitu Bagian Perencanaan dan GANISPH.
2) Tidak terdapat Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) selama periode audit hanya
tersedia sejumlah 5 (lima) orang yaitu GANISPH Canhut 1 (satu) orang; GANISPH
PKB 2 (dua) orang; GANISPH Kurpet 1 (satu) orang; dan GANISPH Nenhut 1
(satu) orang. Sedangkan GANISPH Binhut masih belum tersedia.

4) Kebutuhan GANISPH di lapangan dinilai masih belum tercukupi, kebutuhan
minimum sebanyak 10 orang sesuai dengan kondisi, luas areal dan kompleksitas
pekerjaan serta simpul PUHH yang ada, dan ketersediaan GANISPH hanya
sebesar 50%.

Verifier 1.3.3
(Bobot : 2)

Peningkatan kompetensi SDM

NILAI KINERJA

SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 =2

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons telah merealisasikan kegiatan peningkatan kompetensi SDM
dengan melakukan pelatihan teknis dan administrasi lainnya untuk meningkatan
kompetensi dan skill guna menunjang kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari
pada tahun 2019 — 2024 terealisasi rata-rata sebesar 61,5% pada berbagai judul
pelatihan.

Kekurangan GANISPH belum direncanakan untuk dipenuhi pada semester tahun 2024
dengan merencanakan pelatihan GANISPH atau melakuk nbimbingan teknis GANISPH
dan uji kompetensi bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Verifier 1.3.4
(Bobot: 1)

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana
kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)

NILAI KINERJA

BAIK/ Nilai Aktual : 3x 1=3

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait GANISPH dan
tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu :

1) ljazah dan sertifikat pelatihan tersedia dan disajikan secara lengkap

2) Kartu GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan data SIGANISHUT.

3) SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan
SIGANISHUT

4) SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan SIGANISHUT

5) Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi lengkap keberadaannya sesuai dengan
jumlah GANISPH

6) SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi sesuai dengan
kompetensinya.

7) Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia dan disajikan secara
lengkap.
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8) Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan telah dilaksanakan
seperti penerapan gaji, BPJS, dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta
pengaturan hak dan kewajiban dalam PP.

Nilai Kinerja Indikator

13/21 x 100% = 61,90% = SEDANG

Kematangan/Bobot

2

4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi
dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi

1. Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
(Bobot:2)
NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6
Ringkasan PT Poleko Yubarsons memiliki sistem informasi yang digunakan untuk pelaporan pada
Justifikasi kegiatan operasional penebangan dan pemanfaatan kayu serta operasional
pengelolaan hutan lestari lainnya.
Di samping itu PT Poleko Yubarsons telah menjalankan sistem komunikasi berbasis
IT dan telah memiliki peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang sistem
informasi manajemen dan terdapat jaringan internet serta jaringan seluler yang
memadai di kantor Basecamp Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan.
Terdapat Personil dan operator yang menjalankan pelaporan dan sistem informasi
telah ditunjuk sesuai dengan penugasan dan job descriptionnya.Pelaksanaan
pelaporan dilakukan oleh masing-masing operator sistem informasi yang bertugas
dengan kelengkapan sarana prasarana dan perangkatnya.
2. Verifier 1.4.2 Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya
( Bobot: 1)
NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x 1=2
Ringkasan Terdapat Bagian SPI pada struktur organisasi perusahaan dan bertanggung jawab
Justifikasi langsung kepada Direksi namun belum berjalan efektif untuk mengontrol tahapan
kegiatan pengelolaan hutan lestari.
Selama periode audit diverifikasi SPI PT Poleko Yubarsons memiliki Laporan Internal
Audit pada kegiatan operasional dan non operasional yang dilakukan pada tahun 2019
dan 2020 sedangkan tahun 2021-2024 tidak terdapat laporan monitoring dan evaluasi
SPI.
3. Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan
( Bobot : 2 ) evaluasi.
NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=14
Ringkasan PT Poleko Yubarsons diverifikasi telah memiliki Tim SPI/ Internal Audit yang telah
Justifikasi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2019 dan 2020. Terdapat
temuan hasil audit internal dan telah dilaporkan kepada Direksi sesuai dengan Berita
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Acara hasil Monitoring dan Evaluasi. Sedangkan pada periode tahun 2021-2024 tidak
terdapat dokumen hasil monitoring dan evaluasi oleh SPI.

Selanjutnya dari hasil temuan SPI telah dilaporkan kepada Direksi dan telah
ditindaklanjuti dengan bukti dokumen tindak lanjut laporan SPI. Pada tahun 2019
temuan SPI sebanyak 67 item telah ditindaklanjuti sebanyak 10 item atau dengan
tingkat pemenuhan sebesar 15% sedangkan temuan tahun 2020 sebanyak 26 item
tidak terdapat dokumen tindak lanjut pemenuhannya dan hasil wawancara dengan
Dierktur Utama PT Poleko Yubersons telah disampaikan bahwa tindaklanjut atas
temuan SPI telah diinstruksikan kepada jajaran operasional pada setiap rekomendasi,
namun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya disiplin menyelesaikan
sampai tuntas pada setiap rekomendasi yang disampaikan.

Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan
(Bobot : 2) instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

NILAI KINERJA SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2 =4

Ringkasan a) PBPH PT Poleko Yubarsons telah menunjuk personel sebagai operator atau
Justifikasi tenaga pelaksana opersional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, meliputi :

Nama Sistem

No. . Tenaga Pelaksana SK Direksi
Informasi
1 E-Monev/ Hasnun Abdullah Surat Keterangan
SICAKAP/ Direktur tgl 18/01/2021.
SIPASHUT Wimpi Manikam, No. 024/SK/Dir-
S.Hut. PY/11/2024 tgl
11/03/2024.
2 SIPUHH Hasnun Abdullah Surat Keterangan
Direktur tgl 18/01/2021.
Eko Heri Sukoco No. 021/SK/Dir-
PY/1/2024 tgl
05/02/2024.
3 SIPNBP Hasnun Abdullah Surat Keterangan

Direktur tgl 18/01/2021.

Eko Heri Sukoco

No. 023/SK/Dir-
PY/1/2024 tgl
11/03/2024.

4 SIGANISHUT

Ichan’s Liwongto

Surat Keterangan
Direktur tgl 26/11/2020.

Eko Heri Sukoco

No. 026/SK/Dir-
PY/11/2024 tgl
18/03/2024.

5 SIPONGI

6 SIMPEL

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK,
kewajiban pelaporan kegiatan pada SIPASHUT tahun 2022, PT Poleko Yubarsons
telah menjalankan penyusunan RKTPH tahun 2022 melalui SIPASHUT dan
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pelaporan bulanan SIPASHUT tahun 2022 telah dilaksanakan namun dinilai belum
sepenuhnya patuh dilaporkan tepat waktu setiap bulannya. Untuk pengisian data
dinilai masih belum lengkap dan cermat pada seluruh aspek yang dilaporkan.
Untuk sistem informasi SIPUHH dan PNBP dan SIGANISHUT dinilai telah patuh
dijalankan namun untuk SIPONGI, SIMPEL dan SIRAJA dinilai belum aktif
pelaporannya.

Nilai Kinerja Indikator

16/21 x 100% = 76,19% = SEDANG

Nilai

Kematangan/Bobot

2

5) Indikator 1.5:
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,
( Bobot : 2) pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x2=6

Ringkasan 1) Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat
Justifikasi setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan atas dasar

informasi awal tanpa paksaan dan dilakukan kepada seluruh desa binaan dan
rutin setiap tahunnya disertai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati.

2) PBPH PT Poleko Yubarsons felah melakukan pertemuan konsultasi dengan
masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH, untuk
mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak dasar
masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh
masyarakat sesuai dengan dokumentasi berita acara, yaitu :

a) Kegiatan penebangan dan operasional pada RKT tahun 2019 yang berada
di dalam wilayah Desa Wooi dan Desa Sum telah diberikan pemahaman
kepada masyarakat terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja
tahun 2019 PT Poleko Yubarsons di Desa Wooi Kec. Obi Selatan, tanggal 18
Desember 2018 yang dilakukan kepada perangkat desa, dan tokoh
masyarakat di Desa Wooi dan Desa Sum dan BAP ditandatangani oleh
Kepala Desa Wooi Yoram Reraji.

b) Kegiatan penebangan dan operasional pada RKT tahun 2020 yang berada
di dalam wilayah Desa Fluk telah diberikan pemahaman kepada masyarakat
terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja tahun 2020 PT
Poleko Yubarsons di Desa Fluk Kec. Obi Selatan, tanggal 04 Januari 2020
yang dilakukan kepada perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Fluk
dan BAP ditandatangani oleh Kepala Desa Fluk Arman Abubakar dengan
daftar hadir sebanyak 17 orang.

c) Kegiatan penebangan dan operasional pada RKT tahun 2021 yang berada
di dalam wilayah Desa Fluk telah diberikan pemahaman kepada masyarakat
terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja tahun 2021 PT
Poleko Yubarsons di Desa Fluk Kec. Obi Selatan, tanggal 18 Januari 2021
yang dilakukan kepada perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Fluk
dan BAP ditandatangani oleh Kepala Desa Fluk Arman Abubakar dengan
daftar hadir sebanyak 47 orang.

d) Kegiatan penebangan dan operasional pada RKT tahun 2022 yang berada
di dalam wilayah Desa Fluk telah diberikan pemahaman kepada masyarakat
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terdampak dengan pemberian sosialisasi rencana kerja tahun 2022 PT
Poleko Yubarsons di Desa Fluk Kec. Obi Selatan, tanggal 29 Januari 2022
yang dilakukan kepada perangkat desa, dan tokoh masyarakat di Desa Fluk
dan BAP ditandatangani oleh Kepala Desa Fluk Arman Abubakar dengan
daftar hadir sebanyak 14 orang.

e) Tahun 2023 tidak menerbitkan RKT dan tidak terdapat operasional.
Sedangkan RKT tahun 2024 belum diterbitkan dan penerbitannya masih
menunggu disahkannya dokumen RKUPH periode 2023-2032.

3) Pada saat konsultasi publik, masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Fluk dan
Desa Sum telah menyampaikan perihal kegiatan pemberian pemahaman terkait
operasional RKT dan kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat telah
direalisasikan.

2. Verifier 1.5.2

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.

( Bobot: 1)

NILAI KINERJA BAIK/ Nilai Aktual : 3x 1=3

Ringkasan Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung
Justifikasi masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan atas

dasar informasi awal tanpa paksaan dan hasil konsultasi publik menyatakan bahwa
pada lokasi RKT berjalan tidak terdapat kawasan lindung dan areal yang tidak ditebang
secara khusus selain kawasan lindung yang ditetapkan dalam dokumen RKUPH

Nilai Kinerja Indikator

9/9 x 100% = 100,00% = BAIK

Nilai
Kematangan/Bobot

3

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1. Verifier 2.1.1

Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat

(Bobot : 1) yang berwenang.

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan a) Dalam periode audit 6 (enam) tahun terakhir, pada tahun 2019, 2020, 2021,
Justifikasi

2022, 2023 dan 2024, PT Poleko Yubarsons memiliki dan menggunakan 2 (dua)
dokumen rencana pengelolan hutan jangka panjang yang telah disahkan,
meliputi :

1) RKUPHHK Periode 2013 — 2022 :

= Disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No. SK.35/BUHA-2/2013 tanggal
25 Juni 2013 di Jakarta oleh a.n Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal
Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam , Ir. M.
Awriya lbrahim, M.Sc NIP 19600106 198703 1 001; dan

= Revisinya, disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. SK.1571/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 28
Februari 2019 di Jakarta oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan
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198603 1 004.

(THPB) dengan teknik SILIN Meranti.

IHMB yang telah disahkan.

2) RKUPH Periode 2023 - 2032 :

IHMB yang telah disahkan.

RKUPH Periode 2023 - 2032, meliputi :

372.593,94 m®/10 tahun sesuai IHMB.
2) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); dan

Kehutanan, Direktur Jenderal, DR. Hilman Nugroho NIP 19590615

= Revisi RKUPHHK terkait pemetaan ulang untuk blok RKUPHHK-HA dan
blok RKTUPHHK-HA dalam rangka efisiensi kegiatan pemanfaatan.
Sistem silvikultur yang digunakan dalam Revisi RKUPHHK yaitu Tebang
Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Tebang Habis Permudaan Buatan

= Dokumen lengkap meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya serta SK
Pengesahannya, juga kelengkapan penunjangnya berupa dokumen

= disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.
7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 di Jakarta oleh a.n Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan PIt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari, Agus Justianto NIP 19630807 198803 1 001

= Dokumen lengkap meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya serta SK
Pengesahannya, juga kelengkapan penunjangnya berupa dokumen

b) Jenis usaha pemanfaatan hutan hasil hutan yang dikembangkan saat ini sesuai
1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam, mealaui sistim silvikultur TPTI dengan

etat luas maksimum + 14.004 Ha/10 tahun dan etat volume maksimum

3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Perlindungan Keanekaragaman Hayati,
Pemulihan Lingkungan dan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon)

Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka
( Bobot : 2) panjang.

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) PBPH PT Poleko Yubarsons selama 6 (enam) tahun terakhir, hanya memilki 4
Justifikasi

sedangkan untuk :
- RKT Tahun 2023 tidak buat; dan

(empat) RKT yang disahkan, yaitu RKT Tahun 2019, 2020, 2021,dan 2022,

- RKT Tahun 2024 telah disusun, namun belum ada persetujuannya
karena RKUPH Periode 2023 - 2031 baru disahkan tanggal 4 Juni 2024, atau
beberapa hari sebelum pelaksanaan audit tanggal 7 — 14 Juni 2024.

b) Tingkat kesesuaian pembuatan Blok RKT Tahun 2019, 2020, 2021,dan 2022
dengan luas dan lokasi sesuai RKUPH yang disahkan adalah sebagai berikut :

Tahun | Silvikult RKUPH RKT Justifikasi
ur Luas | Lokasi | Luas Lokasi
2019 TPTI (1).92 Vil 1920 Vil sesuai
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2020 TPTI 1.93 | VI 2.002 Vil sesuai*
0
2021 TPTI :II.93 IX 1901 IX sesuai
2022 TPTI E13.85 X 1758 X sesuai

*) kelebihan luas RKT 2020 seluas 72 Hektar atau 3,73% , dinilai tidak melanggar
sebab tidak keluar dari blok RKUPH, dan diganti dengan pengurangan luas pada
RKT selanjutnya.

Tingkat kesesuaiang untuk Blok RKT 2023 dan 2024, tidak dilakukan
penilaiannya sebab belum terdapat peta RKT maupun pembuatannya di
lapangan, oleh karena itu diberikan nilai tidak sesuai (0%) untuk masing-masik
Blok RKT nya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tingkat kesesuaian letak dan luas penataan
areal kerja (blok RKT dan compartmen/petak) pada PBPH PT PT Poleko Yubarsons
hanya mencapai 66,67% (4/6) atau nilai kinerjanya SEDANG

Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).
(Bobot: 1)

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan Letak (titik koordinat) dan kondisi tanda batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan
Justifikasi

kayu tumbuh alami / hutan alam pada blok RKT selama periode audit adalah sebagai
berikut :

Pada titik koordinat 1° 36’ 31.4” S 128" 1’ 36.2” E terdapat plang blok RKT 2019
yang terletak pada petak N-59

Pada titik koordinat 1° 33’ 46.0” S 127° 59’ 9.0” E terdapat patok batas blok RKT
2019 yang terletak pada perbatasan petak S-55 dengan areal PBPH lain

Pada titik koordinat 1° 36’ 31.4” S 128° 1’ 36.3” E terdapat papan identitas petak
sekaligus batas blok RKT yang terletak pada perbatasan petak N-59 (RKT 2019)
dengan petak 0-59 (RKT 2017)

Pada titik koordinat 1°35'24” S 127°51'16” E terdapat plang blok RKT 2022 yang
terletak pada petak Q-39

Pata titik koordinat 1°35'21” S 127°51'17” E terdapat papan identitas petak
sekaligus batas blok RKT yang terletak pada perbatasan petak Q-39 (RKT 2022)
dengan petak P-39 (RKT 2021)

Hasil observasi di lapangan terhadap penandaan batas blok RKT menunjukkan
bahwa telah dibuat penandaan pada pohon yang berada pada batas blok berupa
3 (tiga) polet berwarna biru untuk batas blok RKT yang berbatasan dengan areal
PBPH lain, 2 (dua) polet berwarna merah untuk batas blok RKT dengan batas
blok RKT lainya, namun demikian penandaan polet pada pohon hanya sebagian
yang terlihat dengan jelas di lapangan

PT Poleko Yubarsons tidak menyusun RKTPH tahun 2023 karena pada tahun
tersebut masih dalam proses pengurusan dokumen RKUPH Periode tahun 2023
- 2032

PT Poleko Yubarsons masih dalam proses penyusunan RKTPH tahun berjalan
(2024) sehingga tanda batas blok RKT 2024 tidak dapat dinilai kesesuaiannya,
namun demikian Perusahaan telah membuat papan nama / plang rencana blok
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RKT 2024 pada batas rencana blok di petak Al-08 dengan koordinat S 1° 25’
32.632" E 127° 34’ 33.289".

Nilai Kinerja Indikator

9/12 x 100% = 75,00 % ( SEDANG )

Nilai Kematangan/Bobhot

2

7) Indikator 2.2 :

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa

lingkungan
1. Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa
(Bobot : 1) lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.
NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
?in%_l;isaﬂ PBPH PT Poleko Yubarsons telah memiliki data potensi untuk usaha pemanfaatan
ustifikasi

hutan yang dikembangkannya (Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami / Hutan Alam)

berdasarkan dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah

disahkan meliputi :

a) IHMB untuk periode tahun 2013 - 2022 disahkan berdasarkan Pertimbangan
Teknis Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dari Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku Utara sesuai surat No. 522.1/62/2013 tanggal 25
Januari 2013

b) [HMB untuk periode tahun 2023 - 2032 disahkan berdasarkan Persetujuan
Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan No.
S.31/PUPH/RKU/HPL.1/01/2023 tanggal 25 Januari 2023

Rekapitulasi data hasil IHMB di atas sebagai berikut :

IHMB Periode 2013
Diameter Kayu | Luas Areal Volume Saat IHMB
Diperdagangkan | Efektif (Ha) | N (btg) Vol(m3) | N/ha | V/ha
40 cm up 1.700.819 | 3.289.489,56 20 39,04
50 cm up 84.252,00 811.931 | 2.190.900,80 10 26,00
IHMB Periode 2022
Diameter Kayu | Luas Areal Volume Saat IHMB
Diperdagangkan | Efektif (Ha) | N (btg) Vol(m3) | N/ha | V/ha
40 cm up 1.137.899 | 2.313.550,71 14 28,99
50 cm up 79.801,12 548.266 | 1.574.118,77 7 19,73
RKUPH Periode 2022 - 2032
Diameter Kayu | Luas Areal Volume Saat IHMB
Dlperdagangkan | Efektif (Ha) | N (btg) Vol(m3) | N/ha | V/ha
40 cm up 41.525 574.879 | 1.203.537,52 14 28,98
Keterangan :

1. IHMB tahun 2013 dan tahun 2022 berdasarkan areal sesuai SK.962/Kpts-
11/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas + 86.599 Ha

2. RKUPH  periode 2023 - 2032  berdasarkan  areal
SK. 17/Menlhk/Setien/HPL/HPL.2/1/ 2023 tanggal 25 Januari 2023

sesuai
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Dokumen laporan IHMB telah dilengkapi dengan lampiran sediaan tegakan, alat
bantu IHMB, rencana dan realisasi IHMB, peta hasil stratum per petak, peta realiasi
plot dan peta sediaan tegakan.

2. Verifier 2.2.2

Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha

(Bobot:2) pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh PBPH PT Poleko Yubarsons telah dilakukan
Justifikasi

sesuai daya dukungnya, yaitu berdasarkan :

a) Volume produksi ditentukan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum
penebangan (ITSP) dengan intensitas 100%
b) Rencana & realisasi produksi PT Poleko Yubarsons sesuai RKT yang diterbitkan
tidak melampaui daya dukung sumber dayanya
No. Blok RKT Potensi *) Rencana TPTI | Realisasi TPTI
Murni (m3) (m3) (m3)
1. 2019 75.066,28 60.052,98 29.765,82
2. 2020 61.939,70 42.212,23 0
3. 2021 72.897,75 50.339,76 2.222,29
4, 2022 37.858,28 37.858,28 9.341,13
5. 2023 - - -
6. 2024 59.534,78 -

*) Taksiran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan hasil LHC dengan
diameter 40 cm up.

Tahun 2023 PT Poleko Yubarsons tidak menyusun RKT karena masih dalam proses
pengurusan dokumen RKUPH periode 2023 - 2032, sementara RKT 2024 masih
dalam proses penyusunan.

PT Poleko Yubarsons dalam menentukan jatah volume produksi tahunan masih
menggunakan perhitungan hasil ITSP dan belum berdasarkan hasil perhitungan riap

tegakan.
Nilai Kinerja Indikator 7/9x100% = 77,78 % ( SEDANG)
Nilai Kematangan/Bobot 2

8) Indikator 2.3 :

Penerapan tahapan k

egiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1. Verifier 2.3.1

Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.

( Bobot: 1)

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PT Poleko Yubarsons melaksanakan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh
Justifikasi

alami menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Dalam
rangka pelaksanaan sistem silvikultur tersebut, perusahaan telah menyusun SOP
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untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutannya. SOP TPTI telah sesuai dengan prinsip
/ pedoman sistem silvikultur TPTI meliputi :

a. PAK . SOP Penataan Areal Kerja, No. Dok. SO-1-02 Rev. 1
tanggal 13 Juni 2024

b. ITSP : SOP ITSP 100%, No. Dok. SO-1-04 Rev. 0 tanggal 27
November 2023

c. PWH . SOP PWH dan Jalan, No. Dok S0-2-02 Rev.0 tanggal
27 November 2023

d. Pemanenan : SOP Pembalakan, No. Dok. SO-2-05 Rev. 0 tanggal 27
November 2023

e. Penanaman : - SOP Pengayaan dan Rehabilitasi, No. Dok. SO-3-05

Rev. 0 tanggal 27 November 2023
- SOP Pemeliharaan Tanaman, No. Dok. SO-3-06 Rev.
0 tanggal 27 November 2023

f. Pembebasan : - SOP Pembebasan Tahap I, No. Dok. SO-3-03 Rev. 0
Pohon tanggal 27 November 2023
Binaan - SOP Pembebasan Tahap Il dan lll, No. Dok. SO-3-07
Rev. 0 tanggal 27 November 2023
g. Perlindungan : - SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya
Hutan Kebakaran, No. Dok. SO-1-04 Rev. O tanggal 27
November 2023

- Pengamanan dan Perlindungan Hutan, No. Dok. SO-
4-04 Rev. 0 tanggal 27 November 2023

Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
(Bobot:2)

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=2

Ringkasan Implementasi SOP tahapan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PBPH
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons secara umum telah sesuai antara isi dalam SOP dengan
pelaksanaannya di lapangan, namun demikian masih ditemukan beberapa
implementasi di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai yaitu :

PAK : Telah dilakukan penataan areal kerja pada blok RKT namun demikian
tanda-tanda batas berupa polet pada pohon hanya sebagian yang terlihat
dengan jelas di lapangan

PWH : Telah mengimplementasikan pembukaan wilayah hutan berupa
pembuatan jalan utama, jalan cabang dan TPn pada blok RKT, namun demikian
di sebagian jalan mengalami erosi bahkan longsor akibat saluran drainase dan
pemeliharaan jalan belum optimal

Pemanenan : Perusahaan telah memiliki peralatan / unit alat berat untuk
kegiatan penebangan secara lengkap dan mencukupi meliputi chainsaw,
bulldozer dengan kelengkapan winch dan seling untuk penyaradan, excavator,
logging truck dan wheel loader. Penentuan lokasi TPn tidak berdasarkan peta
TPn melainkan berdasarkan instruksi langsung dari mandor perencanaan

Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman : Telah dilakukan penanaman di lokasi
bekas TPn, tanah kosong dan di kanan kiri jalan menggunakan tanaman jenis
meranti atau jabon, namun demikian belum dilakukan kegiatan pemeliharaan
secara rutin

Halaman 18 dari 67




w PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

RESUME HASIL PELAKSANAAN VKAN

Tk i Cracilization

F1-02.15 LEVIOAT 0N

Pembebasan Pohon Binaan : Berdasarkan SOP, pembebasan pohon binaan ke-
1 di lakukan pada Et+2, pembebasan ke-2 pada Et+4 dan pembebasan ke-3
pada Et+6. Hasil verifikasi menunjukkan belum dilakukan pembebasan ke-1
pada blok bekas tebangan tahun 2021 dan 2022

Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Terdapat Patroli perlindungan dan
pengamanan hutan namun belum secara rutin di laksanakan, terdapat 2 (dua)
regu dalkarhutla namun belum mengikuti pelatihan dari instansi yang
berwenang, tersedia sarana prasarana dalkarhutla namun belum mencukupi
sesuai ketentuan

PBPH PT Poleko Yubarsons telah mengimplementasi setiap SOP perjenis kegaitan
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tetapi sebagian implementasinya belum sesuai

3. Verifier 2.3.3

Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin

(Bobot:2) kelestarian hutan.

NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2

Ringkasan Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PBPH PT Poleko Yubarsons hanya
Justifikasi

merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja
PBPH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (TPTI). Selama periode
tersebut tercatat PT Poleko Yubarsons menerbitkan RKT pada tahun 2019, 2020,
2021 dan 2022. Pada tahun 2023 PT Poleko Yubarsons tidak menyusun RKT,
sementara saat dilaksanakannya audit lapangan PT Poleko Yubarsons belum
memiliki dokumen RKT tahun 2024 karena masih dalam proses pengurusan
dokumen RKUPH periode 2023 - 2032. Kegiatan penanaman dan/atau pemulihan
sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya selama periode audit adalah sebagai
berikut :

Tahun Rencana Realisasi Persen (%)
RKT Luas Bibit Luas Bibit Luas Bibit
(Ha) (Btg) (Ha) (Btg)
2019 537 111.775 95 29.353 17,69 26,26

2020 719 148.534 134 39.287 18,64 26,45
2021 722 149.194 193 39.660 26,73 26,58
2022 722 149.260 178 40.035 24,65 26,82

Rata-rata realisai penanaman 21,93 26,53

Rata-rata realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi /
regenerasi / pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan < 50 % dari RKTPH

Nilai Kinerja Indikator

9/15x100% = 60,00 % ( SEDANG )

Nilai Kematangan/Bobot

2
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4) Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1. Verifier 2.4.1

Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha

(Bobot: 1) pemanfaatan hutan.

NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

Ringkasan PBPH PT Poleko Yubarsons telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging
Justifikasi

(RIL) dengan No. Dokumen S0-2-01 Rev. 1 tanggal 27 November 2023.

SOP Reduced Impact Logging (RIL) PBPH PT Poleko Yubarsons memuat kegiatan
penebangan ramah lingkungan meliputi :

1. Pra perencanaan pemanenan (inventarisasi hutan, penataan areal produksi
dan non produksi kayu)

2. Perencanaan Pemanenan (pembuatan peta rencana operasional,
penetapan lokasi TPn, pembuatan trase jalan sarad)

3. Pelaksanaan Pemanenan (pembukaan TPn dan Jalan Sarad, operasi
penebangan, operasi penyaradan dan kegiatan di TPn, pembagian batang)

4. Paska Pemanenan (deaktivasi jalan sarad, deaktivasi TPn)

5. Pemeliharaan dan K3 (perbaikan dan pemeliharaan alat berat, kesehatan
camp, pakaian pelindung dan perlengkapan keselamatan kerja)

SOP RIL seluruhnya telah mencakup isi pedoman dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl Nomor 8 Tahun 2021, khususnya pada
Lampiran XIV terkait pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak
rendah / reduced impact logging.

2. Verifier 2.4.2

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

( Bobot:2)

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Penerapan teknologi ramah lingkungan yang dilakukan PT Poleko Yubarsons
Justifikasi adalah kegiatan pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging (RIL)

sebagai berikut

Perenanaan pemanenan : tersedia peta sebaran pohon, peta TPK Hutan dan
peta rencana jalan.

Pelaksanaan pemanenan : pada saat audit lapangan, PT Poleko Yubarsons
sedang tidak melaksanan kegiatan pemanenan, beberapa penerapan
penebangan berdampak rendah yang dapat diverifikasi antara lain : perusahaan
telah memiliki peralatan / unit alat berat untuk kegiatan penebangan secara
lengkap dan mencukupi meliputi chainsaw, bulldozer dengan kelengkapan
winch dan seling untuk penyaradan, excavator, logging truck dan wheel loader,
tim / regu penebangan telah memiliki peralatan alat pelindung diri (APD) yang
lengkap.

Pasca pemanenan : Kegiatan penanaman telah dilaksanakan pada sebagian
bekas lokasi TPn

Namun demikian masih ditemukan implementasi di lapangan yang tidak sesuai
dengan RIL seperti :

Tidak terdapat peta TPn sebagai pendukung rencana operasional pemanenan
kayu

Hasil wawancara dengan personil penebangan dalam kegiatan penebangan dan
penyaradan belum memanfaatkan peta penyebaran pohon hasil kegiatan ITSP
melainkan berdasarkan instruksi langsung dari mandor penebangan
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Tidak terdapat bukti implementasi pembuatan sudetan melintang pada seluruh
bekas jalan sarad

Penerapan SOP Teknologi Ramah Lingkungan telah dilakukan pada usaha
pemanfaatan hutan namun belum lengkap sesuai dengan SOP / Pedoman RIL

3. Verifier 2.4.3

Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal

(Bobot:2)

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan a) PBPH PT Poleko Yubarsons tidak melakukan penebangan sistem silvikultur
Justifikasi TPTI, maupun usaha pemanfaatan hutan lainnya pada Blok RKT 2023 dan 2024,

dengan demikian pada areal hutan alam Blok RKT 2023 dan 2024 dapat
dijustifikasi tidak terdapat kerusakan tegakan tinggal atau sumber daya hutan
lainnya.

b) Berdasarkan data audit terakhir, diketahui tingkat kerusakan tegakan tinggal
pada areal bekas tebangan RKT 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

o Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata setelah pemanenan untuk
semua tingkat permudaan (semai,pancang, tiang, pohon inti) setelah
kegiatan pemanenan pada blok RKT 2019 rata-rata adalah 9,35 % ( < 15 %
%)

o Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata setelah pemanenan untuk
semua tingkat permudaan (semai,pancang, tiang, pohon inti) setelah
kegiatan pemanenan pada blok RKT 2020 rata-rata adalah 20,94 %.

Nilai Kinerja Indikator

11/15x100% = 73,33 % ( SEDANG )

Nilai Kematangan/Bobot

2

5) Indikator 2.5 :

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan
dokumen perencanaan yang telah disetujui.

1. Verifier 2.5.1

Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan

(Bobot : 1) ketentuan.

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan a) Selama periode audit atau dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir,
Justifikasi kepemilikan dokumen RKT yang disahkan dan jenis usaha pemanfaatan hasil

hutannya adalah sebagai berikut :

No. RKT Pengesahan/Persetujuan RKT Hasil
Hutan
1. 2019 SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku | Kayu Alam
Utara No. 522.1/Kpts/48/2019 Tgl 27 Maret
2019
2. 2020 | SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku | Kayu Alam
Utara No. 522.1/Kpts/165/2019 Tgl. 30
Desember 2019
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3. 2021 SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku | Kayu Alam
Utara No 522.1/Kpts/30/20120 Tgl. 14
Desember 2020

4, 2022 SK Dirut PT Poleko Yubarsons Kayu Alam
No. 16/SK/DIRUT-PY/I/2022 Tgl.17 Januari
2022

5. 2023 | Tidak membuat (RKUPH 2023 -2032) dalam | Kayu Alam
proses pengesahan.

6. 2024 Telah  membuat, namun belum ada | Kayu Alam
persetujuan pada saat audit berlangsung.

atau hanya 66,66% (4/6).

b) Seluruh Blok RKT merupakan blok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam
dengan sistem silvikultur TPTI yang target penebangannya ditetapkan dengan
mengacu kepada hasil inventarisasi potensi kayu, berupa IHMB dan LHC.

c) Realisasi penebangan pada Blok RKT 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak
melebihi etat yang ditetapkan IHMB maupun ukuran, jenis dan total volume kayu

sesuai LHC.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH
( Bobot: 1)
NILAI KINERJA BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
Ringkasan a. Kegiatan penabangan pada RKT 2019, 2020, 2021 dan 2022 , dilengkapi Peta
Justifikasi Kerja Opersional yang meliputi :
1) Peta Pembukaan Wilayah Hutan yang meliputi iformasi untuk pelaksanaan
kegiatan Pembuatan Jalan Utama dan Jalan Cabang dan Tempat
Pengumpulan Kayu;
2) Peta Penebangan yang meliputi peta penyebaran pohon yang dapat
ditebang dan lokasi-lokasi areal yang dilindungi.
3) Peta Penataan Areal Kerja RKT yang meliputi informasi batas luar RKT dan
lokasi dan nomor petak RKT.

b. Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Poleko Yubarsons telah sesuai dengan
peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi
berupa sempadan sungai.

Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha
(Bobot : 2) pemanfaatan hutan dengan peta kerja

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2 = 4

Ringkasan Letak (titik koordinat) dan kondisi tanda batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan
Justifikasi

kayu tumbuh alami / hutan alam terhadap blok RKT selama periode audit adalah
sebagai berikut

o Terdapat plang blok RKT 2022 yang terletak pada petak Q-39 dan plang blok
RKT 2019 yang terletak pada petak N-59
o Terdapat patok identitas petak sekaligus batas blok RKT 2022 (petak Q-39)
dengan blok RKT 2021 (petak P-39) dan patok identitas petak sekaligus batas
blok RKT 2019 (petak N-59) dengan blok RKT 2017 (petak 0-59)
e Terdapat penanadaan kawasan lindung di lapangan yaitu :
- Pada titik koordinat 1° 33’ 54” S 128° 1’ 29” E terdapat plang Sempadan
Sungai Tawa yang terletak pada petak S-58 Blok RKT 2019
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- Pada titik koordinat 1° 34’ 77 S 127° 49’ 45” E terdapat plang Sempadan
Sungai Anak Woi yang terletak pada petak S-37 Blok RKT 2022

e Hasil observasi di lapangan terhadap penandaan batas blok RKT dan kawasan
lindung menunjukkan bahwa telah dibuat penandaan pada pohon yang berada
pada batas blok berupa 2 (dua) polet berwarna merah untuk batas blok RKT
dengan batas blok RKT lainya, 3 (tiga) polet berwarna biru untuk batas blok RKT
yang berbatasan dengan areal PBPH lain, dan 2 (dua) polet berwarna biru untuk
batas kawasan lindung berupa sempadan sungai, namun demikian penandaan
polet pada pohon hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.

e PT Poleko Yubarsons tidak menyusun RKTPH tahun 2023 karena pada tahun
tersebut masih dalam proses pengurusan dokumen RKUPH Periode tahun 2023
- 2032

e PT Poleko Yubarsons masih dalam proses penyusunan RKTPH tahun berjalan
(2024) sehingga tanda batas blok RKT 2024 tidak dapat dinilai kesesuaiannya,
namun demikian Perusahaan telah membuat papan nama / plang rencana blok
RKT 2024 pada batas rencana blok di petak Al-08 dengan koordinat S 1° 25’
32.632” E 127° 34’ 33.289".

4 Verifier 2.5.4 : | Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek
(Bobot:2)
NILAI KINERJA : | BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2
Ringkasan Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PBPH PT Poleko Yubarsons hanya
Justifikasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja

PBPH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (TPTI). Selama periode
tersebut tercatat PT Poleko Yubarsons menerbitkan RKT pada tahun 2019, 2020,
2021 dan 2022. Pada tahun 2023 PT Poleko Yubarsons tidak menyusun RKT karena
masih dalam proses pengurusan dokumen RKUPH periode 2023 - 2032. Kesesuaian
rencana dan realisasi produksi selama periode audit adalah sebagai berikut :

RENCANA REALISASI PERSEN (%)

RKT Status Luas | Volume | Luas | Volume
. . Luas | Vol

(Ha) (m?) (Ha) (m®)

201 Murni 1.920 60.289,7 1.147 29.781,1 59,75 | 49,40

9 3 6

202 Murni & 73.959,0 15.040,0
0 o 2.775 7 455 5 16,41 | 20,34
2021 Mumi& g ags | 937984\ 400 | 774084 | 1037 | 826

1 (6]0] 1

222 Murni 1.758 39'060’2 506 | 9.341,13 | 28,82 | 23,91
Rata-rata pencapaian 28,84 | 25,48

Realisasi jumlah produksi < 50% dari volume produksi yang direncanakan

Nilai Kinerja Indikator |11 /M18x100% = 61,11 % ( SEDANG)

Nilai Kematangan/Bobot | : | 2
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6) Indikator 2.6 :
Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan

hutan.
1. Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan
(Bobot: 1) keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan
Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
Ringkasan PT Poleko Yubarsons tidak dapat menunjukkan laporan keuangan perusahaan yang
Justifikasi telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik selama periode audit.
Dengan demikian tidak diketahui kinerja keuangan perusahaan dan pendapat/catatan
dari Kantor Akuntan Publik.
2. Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional
( Bobot: 1) (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force
majeur | perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam
RKAP dianggap 100 %)
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
Ringkasan Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Poleko Yubarsons tidak dapat menunjukkan
Justifikasi secara lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selama periode
audit (2019 - 2023). Hasil analisis realisasi alokasi dana yang proporsional
berdasarkan RKAP PT Poleko Yubarsons tahun 2021 dan 2022 diperoleh nilai
perbedaan realisasi alokasi dana sebesar 97,46 % dan 79,14 % sehingga rata-rata
perbedaan realisasi alokasi dana tahun 2021 dan 2022 sebesar 88,30 % (> 50 %).
3. Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
(Bobot: 2) Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau
laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani
komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2
Ringkasan Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Poleko Yubarsons tidak dapat menunjukkan
Justifikasi secara lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selama periode
audit (2019 - 2023). Hasil analisis realisasi alokasi dana berdasarkan RKAP PT
Poleko Yubarsons tahun 2021 rata-rata realisasi alokasi dana sebesar 59,06 % dan
tahun 2022 rata-rata realisasi alokasi dana sebesar 60,03 sehingga rata-rata
realisasi alokasi dana tahun 2021, dan 2022 sebesar 59,55 % (mencukupi < 60 %
dari kebutuhan).
4 Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.
(Bobot:2)
NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2
Ringkasan Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Poleko Yubarsons tidak dapat menunjukkan
Justifikasi secara lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selama periode
audit (2019 - 2023). Hasil analisis realisasi pendanaan yang lancar terhadap kegiatan
teknis kehutanan (TPTI) berdasarkan RKAP PT Poleko Yubarsons tahun 2021 dan
2022, rata-rata persentase realisasi pendanaan sebesar 8,19% dan 22,61%,
berdasarkan analisis terhadap RKT selama periode audit menunjukkan adanya carry
over pada RKT tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan informasi di atas, menunjukkan
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bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar dan tidak

sesuai dengan tata waktunya.

5. Verifier 2.6.5

Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.

(Bobot:2)

NILAI KINERJA BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2

Ringkasan Berdasarkan verifikasi dokumen, PT Poleko Yubarsons tidak dapat menunjukkan
Justifikasi

secara lengkap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selama periode
audit (2019 - 2023). Hasil analisis realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan
(Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Perlindungan &
Pengamanan Hutan) berdasarkan RKAP PT Poleko Yubarsons tahun 2021 sebesar
4,46% dan tahun 2022 sebesar 32,87% sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar

18,67% (< 60% dari jumlah yang direncanakan).

Nilai Kinerja Indikator

8 /24 x 100% = 33,33 % ( BURUK)

Nilai Kematangan/Bobhot

1

3) Kriteria : EKOLOGI

9) Indikator 3.1 :
Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)
1. | Verifier Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan,

3.1.1 serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
(Bobot: 1)
NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan - Luas dan jenis kawasan lindung berdasarkan beberapa dokumen perencanaan di PT
Justifikasi Poleko Yubarsons :

Luas Kawasan Lindung (ha)
Revisi RKUPH | Usulan
No Jenis Kawasan Dilindungi LUIGOITED Periode RKl.JPH
2013-2022 2013.2022 Periode
Tahun 2013 Tahun 2019 2023-2032
Tahun 2024
1. Hutan Lindung 612
2. |BZHL 819 1.542 1.101
3. | Cagar Alam 90
4. Kebun Benih 461
5. Sempadan Pantai 603 588
6. Sempadan Sungai 3.091 3.051 1.007
7. | Swakelola
1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati
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a) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 948 991 881
(KPPN)
2) Pemulihan Lingkungan
a) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 62
b) Sempadan Sungai 1.237
¢) Bufferzone HL 97
d) Kebun Benih 47
3) Penyerapan dan/atau Penyimpanan -
Karbon
Jumlah 4.858 6.187 6.183

Sumber :

- RKUPH Periode 2013-2022 Tahun 2013
- Revisi RKUPH Periode 2013-2022 Tahun 2019
- Usulan RKUPH Periode 2023-2032 Tahun 2024

- Hasil verifikasi lapangan menunjukan PT Poleko Yubarsons telah mengalokasikan areal
kawasan lindung dengan jenis dan luasan sesuai dokumen perencanaan Revisi RKUPH
Periode 2013-2022 Tahun 2019.

- PT Poleko Yubarsons belum melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi
(ABKT). PT Poleko Yubarsons telah menetapkan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung
sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPH) namun belum didukung oleh kepemilikan
informasi hasil identifikasi ABKT.

Verifier Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau
3.1.2 deliniasi ABKT

( Bobot:2)

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

KINERJA

Ringkasan - PT Poleko Yubarsons telah memiliki SOP terkait penandaan kawasan lindung yaitu SOP
Justifikasi Tata Batas Kawasan Lindung dan Konservasi, No Dok : S0-4-07, Terbit : tanggal 27

November 2023, Revisi : 0. Namun hasil verifikasi menunjukan muatan SOP belum
sesuai dengan standar prosedur penandaan kawasan lindung, SOP hanya memuat
pedoman kerja pelaksanaan tata batas areal kerja perusahaan (batas luar).

- Rencana dan Realisasi Penataan Areal/Batas Kawasan Yang Dilindungi sampai dengan

tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Panjang Penandaan Batas

N Kawasan Yang Total

© Dilindungi Realisasi Realisasi Realisasi | Persentase
(km) | sd2020 | s.d2021 | s.d2024
1 Bufferzone Hutan 62,70 29,45 29,45 29,45 46,97
Lindung

2 Sempadan Sungai 126,50 92,40 100,90 103,70 81,98
3 KPPN 49,50 39,75 39,75 39,75 80,30
4 Sempadan Pantai 37,50 - - -
Jumlah 276,20 161,60 170,10 172,90 62,60

Sumber : Dokumen Rencana dan Realisasi Penataan Batas Kawasan Lindung Tahun 2024
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Persentase realisasi penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 62,60% dari yang
seharusnya dilaksanakan.

- Hasil verifikasi lapangan menunjukan PT Poleko Yubarsons telah melakukan penandaan
batas kawasan lindung antara lain berupa papan nama kawasan lindung, patok, dan/atau
polet pada pohon dengan cat warna biru.

- PT Poleko Yubarsons belum melakukan identifikasi ABKT dan mendeliniasinya di dalam
peta areal kerjanya.

- Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan mencapai 62,60% dari yang seharusnya,
namun PT Poleko Yubarsons belum melakukan deliniasi ABKT.

Verifier Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung

3.1.3

( Bobot : 1)

NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

KINERJA

Ringkasan PT Poleko Yubarsons telah memiliki peta penutupan lahan dengan sumber data Citra
Justifikasi Landsat Path 109 Row 61 Band 654+8 Liputan Tanggal 6 November 2023, 30 Mei 2023,

11 Maret 2023, dan 15 Februari 2023. Penutupan lahan sesuai hasil overlay Citra Satelit

dan Peta Kawasan Lindung PT Poleko Yubarsons sesuai dokumen perencanaan Revisi

RKUPH Periode 2013-2022 Tahun 2019 menunjukan kondisi penutupan lahan pada

kawasan lindung adalah sebagai berikut :

o Jenis Kawasan Luas Kawasan Penutupan Lahan Jumlah

Dilindungi Lindung (ha) VE LOA NH

1. | Bufferzone Hutan 1.542 156,06 378,62 | 1.007,32 1.542
Lindung

2. | Sempadan Sungai 3.051 62,95 | 1.730,58 | 1.257,47 | 3.051

3. | KPPN 991 - 845,60 145,40 991

4. Sempadan Pantai 603 - - 603 603
Jumlah 6.187 219,01 | 2.954,80 | 3.013,19 | 6.187

Sumber :Peta Hasil Overlay Citra Satelit dan Peta Kawasan Lindung PT Poleko Yubarsons Tahun 2024

Luas penutupan lahan yang kondisinya berhutan 3.173,81 ha atau 51,30% dari luas

kawasan lindung.

Kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan yaitu 3.173,81 ha atau 51,30%

dari luas total kawasan lindung.

Verifier Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut

3.1.4 maka verifier ini menjadi Not Aplicable)

( Bobot : 2)

NILAI NOT APPLICABLE

KINERJA

Ringkasan Jenis-jenis tanah yang terdapat di areal kerja PT Poleko Yubarsons sebagian besar terdiri

Justifikasi dari tanah podsolik merah kuning dan litosol dengan bahan induk dari batuan beku,
mempunyai fisiografi pegunungan patahan. Tidak terdapat jenis tanah gambut pada areal

PT Poleko Yubarsons
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Pada areal PT Poleko Yubarsons tidak terdapat jenis/ekosistem tanah gambut sehingga
verifier 3.1.4 (Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem gambut) tidak dapat diterapkan.

Verifier
3.1.5

( Bobot : 2)

Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

NILAI
KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

Berdasarkan Peta Citra Landsat Path 109 Row 61 Band 654+8 Liputan Tanggal 6
November 2023, 30 Mei 2023, 11 Maret 2023, dan 15 Februari 2023., teridentifikasi
terdapat beberapa kawasan lindung yang penutupan lahannya berupa kebun dan tanah
terbuka (NH). Berdasarkan informasi pihak manajemen hal tersebut terjadi karena adanya
perambahan dan pembalakan liar. Sedangkan berdasarkan informasi karyawan dan
masyarakat (desa Baru) tahun 2024 terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada
areal kawasan lindung sempadan sungai Leletongo berupa penebangan ilegal dan
perburuan satwa terutama jenis-jenis burung. Di lapangan PT Poleko Yubarsons belum
melakukan identifikasi luasan areal yang mengalami gangguan. Berdasarkan hasil
wawancara dan verifikasi dokumen menunjukan upaya perusahaan sebatas himbauan dan
sosialisasi terkait perlindungan kawasan lindung. Sosialisasi terkait kawasan lindung
dilaksanakan di desa Wooi tahun 2019 dan di desa Fluk tahun 2020, 2021, dan 2022.
Tidak terdapat data dan informasi adanya kesepakatan atau MoU dengan masyarakat
terkait untuk penanganan gangguan terhadap kawasan lindung tersebut.

Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung, upaya penyelesaian
oleh PT Poleko Yubarsons telah dilaksanakan dan terdokumentasi berupa sosialisasi
namun upaya penyelesaian belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama
(NKK/MoU).

Verifier
3.1.6

( Bobot : 1)

Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata
ruang yang ada di dalam RKUPH

NILAI
KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x1-2

Ringkasan
Justifikasi

- Terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)
Semester | dan Il Tahun 2019, Semester | dan Il Tahun 2020, Semester | dan Il Tahun
2021, dan Semester | dan Il Tahun 2023,

- Terdapat beberapa laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung :

e Laporan Kegiatan Penandaan Kawasan Dilindungi Pada Sempadan Sungai Fluk Tahun
2020

o Laporan Penataan Kawasan Sempadan Sungai (Sungai Galafea) Pada Blok RKT 2021

Hasil verifikasi lapangan menunjukan terdapat kegiatan pengelolaan kawasan lindung
berupa penandaan batas, pemantauan flora fauna, sosialisasi dan pemasangan plang
himbauan, namun laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup
seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang telah ditentukan yaitu tidak mencakup
laporan terkait bufferzone hutan lindung dan sempadan pantai.

Terdapat pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sesuai hasil tata ruang areal yang ada
di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan namun laporan
tidak mencakup seluruh kawasan lindung yang telah ditetapkan.
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Indikator
Nilai 12
Kematangan/
Bobot

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1. Verifier 3.2.1 . | Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan,
( Bobot : 1) terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin,
pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang
teridentifikasi.
NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan : | Prosedur sistem / SOP terkait Perlindungan dan Pengamanan Hutan di PT
Justifikasi Poleko Yubarsons :

- SOP Perlindungan Hutan, Nomor Dokumen : SO-4-14, terbit 27 November
2023, revisi 0. Cakupan perlindungan yang tertuang di SOP adalah kegiatan
pencegahan kebakaran. SOP tidak mencantumkan referensi/acuan pedoman
teknis dan regulasi yang berlaku.

- SOP Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Nomor Dokumen :
S0-4-03, terbit 27 November 2023, revisi 0. Tujuan SOP adalah memberikan
petunjuk/ pedoman tata cara pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran hutan dalam rangka pengamanan dan perfindungan hutan. SOP
tidak mencantumkan referensi/acuan pedoman teknis dan regulasi yang
berlaku.

- SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Nomor Dokumen : SO-4-04, terbit
27 November 2023, revisi 0. SOP telah mencakup kegiatan-kegiatan yang
meliputi kegiatan perambahan, penebangan tanpa izin, pemungutan hasil
hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin, pencegahan kebakaran, mencegah
dan menanggulangi hama penyakit. SOP tidak mencantumkan
referensi/acuan pedoman teknis dan regulasi yang berlaku.

- SOP Pencegahan Perburuan Satwa Liar, Nomor Dokumen : SO-4-22, terbit 27
November 2023, revisi 0. SOP tidak mencantumkan referensi/acuan
pedoman teknis dan regulasi yang berlaku.

Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang telah mencakup

perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan

pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi namun
prosedur yang disusun tidak mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang

berlaku.
2. Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
( Bobot : 1)
NILAI KINERJA | : | BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
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Ringkasan
Justifikasi

- Sarana prasarana pencegahan dan dan pengendalian kebakaran :
Berdasarkan daftar peralatan dalkarhutla PT Poleko Yubarsons bulan
September Tahun 2021, sapras pencegahan dan dan pengendalian kebakaran
yang tersedia menunjukan jenis dan jumlah sarana yang tersedia belum
seluruhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan. Sedangkan hasil verifikasi pada audit tahun 2024 tidak
tersedia peralatan dalkarhutla di PT Poleko Yubarsons. Berdasarkan informasi
pihak manajemen hal ini terjadi karena masih dalam proses transisi
penyediaan sarana prasarana termasuk sarana lainnya seperti alat-alat berat
dan penyiapan camp unit.

- Sarana prasarana pengamanan hutan dari gangguan yang teridentifikasi
Tidak tersedia sarana prasarana pengamanan hutan dari gangguan
perambahan hutan, ilegal loging, perburuan, dan gangguan lainnya.

PT Poleko Yubarsons belum memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan
hutan sesuai ketentuan.

Verifier 3.2.3
( Bobot: 1)

Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan
pemanfaatan teknologi

NILAI KINERJA

BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1

Ringkasan
Justifikasi

SDM perlindungan hutan di PT Poleko Yubarsons :

- Satuan Pengamanan/Waker :

Terdapat 2 personil Satuan Pengamanan, seluruhnya belum memiliki sertifikat
kompetensi pengamanan hutan.

- Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan :
Terdapat Organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
yang ditetapkan oleh Direktur yang didalamnya tercakup regu inti pelaksana
yang berjumlah 30 personil, seluruh personil regu inti belum pernah
mengikuti pelatihan teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang
diselenggarakan oleh instansi yang berwenang.

PT Poleko Yubarsons belum menggunakan teknologi dalam perlindungan hutan
seperti penggunaan drone, cctv, dan lainnya.

PT Poleko Yubarsons telah memiliki SDM perlindungan hutan namun SDM yang
tersedia belum memiliki kompetensi dalam pengamanan dan perlindungan
hutan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. PT Poleko Yubarsons
juga belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan
hutan.

Verifier 3.2.4
(Bobot:2)

Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)

NILAI KINERJA

SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

- PT Poleko Yubarsons telah membuat Laporan Kegiatan Perlindungan Hutan
dan Kebakaran Hutan Tahun 2019, Laporan Kegiatan Perlindungan Hutan dan
Kebakaran Hutan Tahun 2020, Laporan Kegiatan Perlindungan dan
Pengamanan Hutan Tahun 2023, namun PT Poleko Yubarsons belum
membuat dan mengirimkan laporan Sipongi. Laporan pemetaan dan resolusi
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konflik telah dibuat untuk semester | dan Semester Il pada periode 2020 dan
Laporan pemetaan dan resolusi konflik telah dibuat untuk semester | dan
Semester |l pada periode . Tahun 2021. Tidak terdapat Laporan pemetaan
dan resolusi konflik untuk tahun 2022 dan 2023.

- Telah dilaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara
preemtif berupa sosialisasi yang terkait sosialisasi kawasan lindung, resolusi
konflik, damkarhutla, perambahan, ilegal logging, dan perburuan satwa.
Sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 dan telah
mencakup desa-desa sekitar PT Poleko Yubarsons (Desa Wooi dan Desa
Fluk) .

- Tindakan preventif telah dilakukan dengan penyediaan sapras dan sdm,
namun sapras yang tersedia belum sesuai dengan jumlah dan jenis sapras
yang terdapat dalam ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan. Demikian juga dengan ketersediaan SDM kompetensinya
belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
dan Lahan.

- Berdasarkan pemeriksaan lapangan menunjukan kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan belum cukup efektif karena gangguan-gangguan di
lapangan masih berlangsung seperti adanya penebangan ilegal di areal
kawasan lindung dan perburuan satwa dilindungi jenis-jenis burung..

Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi

melalui tindakan preemptif, preventif dan represif namun tindakan belum cukup

efektif karena gangguan masih tetap terjadi dan belum dilakukan pelaporan
secara berkala kepada instansi yang berwenang.

Nilai Kinerja Indikator | : | (8/15) x 100% = 53,33% = BURUK
Nilai 1
Kematangan/Bobot

11) Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1. | Verifier . | Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik
3.3.1 dan kimia
( Bobot : 1)
NILAI : | SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
KINERJA
Ringkasan : | Berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen
Justifikasi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 1995 yang telah disetujui oleh Komisi

Pusat AMDAL Depatemen Kehutanan dengan pengesahan Nomor : 78/Dj-IV/AMDAL/95
tanggal 19 April 1995, dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat adanya
kegiatan pemanfaatan hutan pada tahap operasi oleh PT Poleko Yubarsons antara lain
adalah peningkatan erosi tanah dan peningkatan debit aliran permukaan. Sedangkan
berdasarkan ketentuan PP 22 tahun 2021 untuk para pihak yang menghasilkan limbah
B3 dalam proses pelaksanaan usahanya wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
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PT Poleko Yubarsonsl telah memiliki beberapa standar prosedur terkait pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan
limbah B3, yaitu sebagai berikut :

Jenis Dampak Standar Prosedur Yang Tersedia
Peningkatan Erosi - SOP Pengukuran dan Pengelohan Data Erosi Tanah, Nomor Dokumen
Tanah S0-4-09, terbit 27 November 2023, revisi 0. SOP telah mengacu

kepada ketentuan diantaranya Keputusan Dirjen Reboisasi dan
Rehabilitasi Lahan Nomor 058/Kpts/V/1995 dan Direktorat Rehabiitasi
dan Konservasi Tanah Tahun 1995 berupa Petunjuk Teknis
Pembangunan dan Pengolahan Data Stasiun Pengamat Arus Sungai di
Aeal Pengusahaan hutan.

- SOP Konservasi Tanah dan Air di Areal Tebangan, Nomor Dokumen:
S0-4-10, terbit 27 November 2023, revisi 0. SOP telah mengacu
kepada ketentuan Keputusan Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
Nomor 028/kpts/V/1994 tentang Pedoman Teknis Konservasi Tanah di
Areal Pengusahaan Hutan.

- SOP Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan Hutan, TPK, dan TPn,
Nomor Dokumen: S0-4-11, terbit 14 November 2023, revisi 0. SOP
telah mengacu kepada ketentuan Keputusan Dirjen Reboisasi dan
Rehabilitasi Lahan Nomor 028/kpts/V/1994 tentang Pedoman Teknis
Konservasi Tanah di Areal Pengusahaan Hutan.

- SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit, Nomor Dokumen: SO-3-04,
terbit 13 Juni 2024, revisi 01. SOP telah mengacu kepada ketentuan
PP nomor 23 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan
PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan

Produksi.
Peningkatan Debit - SOP Pengukuran Debit Air Sungai, Nomor Dokumen S0-4-20, terbit 14
Aliran Permukaan November 2023, revisi 0. SOP tidak memuat acuan/referensi yang

digunakan dalam teknis pengukuran debit air sungai.

- SOP Pengukuran Kecepatan Air Sungai Nomor Dokumen S0-4-12,
terbit 27 November 2023, revisi 0. SOP telah menggunakan
acuan/referensi yang digunakan dalam teknis pengukuran debit air
sungai diantaranya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 276/Kpts-
11/95 tentang Pembangunan Stasiun pengamatan arus sungai di Areal
Pengusahaan Hutan, Direktorat Rehabilitasi dan Konservasi Tanah,
1996. Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Stasiun Pengamat Arus
Sungai.

Limbah B3 - SOP Penanganan Limbah B3, Nomor Dokumen : SO-4-15, terbit 27
November 2023, revisi 0. SOP telah mengacu kepada ketentuan yang
diantaranya UU RI No 13 Tahun 2003, Peraturan Menakertrans RI No.
Per-08/MEN/VII/2010. tanggal 6 Juli 2010 tentang Alat Pelindung Dini
dan regulasi lainnya. Referensi/acuan yang digunakan belum mengacu
kepada ketentuan/regulasi yang terbaru terkait pengelolaan LB3 seperti
PP No 22 Tahun 2021 dan PermenLHK no 6 tahun 2021.

Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan
kimia termasuk pengelolaan limbah B3, ketersediaan SOP telah sesuai dengan dokumen
lingkungan namun SOP belum mengacu pada ketentuan terbaru yang berlaku.

Verifier Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak
3.3.2 terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung
( Bobot : 1) dengan SDM yang memadai

NILAI : | BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1
KINERJA
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Ringkasan Sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
Justifikasi komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang tersedia di PT
Poleko Yubarsons adalah sebagai berikut :
No Sarana Prasarana Keterangan
1. Pengukur curah hujan Tidak tersedia
(ombrometer)
2. Stick Pengukur Kedalam Sungai Leletongo 2 pada titik koordinat 1°25’5,172” S
Air Sungai 127°34'8,09” E
3. TPS limbah B3 Tidak tersedia
4. Workshop bengkel Tersedia pada areal logpond namun lantai dasar masih berupa
tanah
5. Tanki penyimpanan BBM Tersedia pada areal logpond namun lantai dasar masih berupa
tanah
6. Rumah mesin genset Tersedia pada areal logpond
7. Tempat sampah Tersedia pada areal logpond
8. Sedimen trap Tidak tersedia
9. Pengukur erosi Tidak tersedia
10. | Persemaian anakan alam Tidak tersedia
- SDM pendukung untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 di PT Poleko Yubarsons
No Nama Jabatan Kualifikasi
1 Simon Alexander Kabag Pembinaan Hutan SMA, belum pernah
mengikuti pelatihan terkait
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
2 Sugiono Kasie Pembinaan Hutan SMA, belum pernah
mengikuti pelatihan terkait
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
3 Syamsul Kasie Lingkungan SMA, belum pernah
mengikuti pelatihan terkait
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
PT Poleko Yubarsons telah menyediakan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia namun tidak lengkap sesuai
dokumen lingkungan. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan tidak didukung dengan
SDM yang kompeten dan proporsional karena belum terdapat SDM yang berkualifikasi
ganis binhut dan sdm yang menangani limbah B3 dengan kompetensi yang memadai
(belum mengikuti pelatihan).
Verifier Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
3.33 termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
( Bobot : 2
)
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NILAI SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

KINERJA

Ringkasan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan
Justifikasi Lingkungan Lingkungan

Peningkatan Erosi tanah :

Pengelolaan

o Intensifikasi pola tebang dan pola sarad
(RIL)

o Trap erosi searah lereng menggunakan
stek tanaman gmelina atau gamal dan
Tanaman Merambat (wakera atau
polong-polongan)

o Pada saat Closing petak setiap jalan
sarad yang rawan harus di buat sodetan
jalan sarad

Pemantauan

e Membuat pengamatan dengan Metode
Bak Erosi berbentu Segitiga.

o Pengambilan sampel yaitu dengan cara:

o Pengkuran tinggi air didrum
penampung

Mengaduk air di drum

Penyaringan tanah yang tererosi
Timbang berat basah dan lalu
Keringkan lalu timbang berat kering

Pemadatan badan jalan yang dilengkapi
dengan saluran drainase dan pembuatan
gorong-gorong.

Penanaman/rehabilitasi tanah kosong.

Kegiatan tidak dilakukan pada tahun 2023
dan 2024.

Kegiatan pemantauan erosi belum
menggambarkan tingkat laju erosi karena
pemantauan yang dilakukan hanya ada
jalan sarad, sementara pada tempat-
tempat lain (bekas TPn, lokasi tebangan ,
dan areal terbuka lainnya) tidak dilakukan
pemantauan. Kegiatan tidak dilakukan
pada 2 tahun terakhir (2023 dan 2024)

Terdapat saluran drainase pada kiri kanan
jalan utama

Perubahan laju sedimentasi

Pengelolaan

¢ Intensifikasi PWH dengan drainase
silang

o Intensifikasi pola tebang dan pola sarad
(RIL)

o Penerapan penanaman kembali dengan
menggunakan system vegetative, sipil
teknis untuk mengurangi dan
melindungi tanah lapisan atas

e Tumbuhan permudaan (rumput wakera,
kacang2an dan perdu lainnya dibiarkan
tumbuh)

Pemantauan

e Pengambilan data sampel air dan
dianalisis di laboratorium

Terdapat saluran drainase pada kiri kanan
jalan utama

Penanaman pada lokasi bekas jalan
sarad, bekas TPn, dan areal yang
tutupannya kurang

Pembuatan sudetan dan terasiring

Belum dilakukan pemantauan
menggunakan metode bak erosi
Belum dilakukan pemantauan dengan
melakukan uji sampel air (tahun 2022
dan 2023)

Telah dilakukan uji kualitas air pada bulan
Mei 2024

Limbah B3

Tidak terdapat TPS limbah B3

Terdapat laporan :
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
Semester | Tahun 2018
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
Semester Il Tahun 2018
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
Semester Il Tahun 2019
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
Semester | dan |l Tahun 2020
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
Semester | dan Il Tahun 2021.
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- Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
Semester | dan Il Tahun 2023

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia

termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau

ketentuan terkait, namun kegiatan pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya

sesuai dengan dokumen lingkungan.

Nilai Kinerja (7/12) x 100 % = 58,33% = BURUK
Indikator

Nilai 1

Kematangan/

Bobot

12) Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan endemik

1. Verifier 3.4.1

Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau

(Bobot : 1) langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PT Poleko Yubarsons telah memiliki prosedur pelaksanaan kegiatan identifikasi
Justifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik di areal PBPH, yaitu sebagai berikut :

- SOP Identifikasi Flora Dilindungi, Nomor Dokumen: SO-4-16, Revisi 00
tanggal 27 November 2023.  SOP telah mengacu kepada ketentuan yang
berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa, dan regulasi lainnya.

- SOP Identifikasi Fauna Dilindungi, Nomor Dokumen: SO-4-17, Revisi 00
tanggal 27 November 2023.  SOP telah mengacu kepada ketentuan yang
berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan
Satwa, dan regulasi lainnya.

Secara umum SOP telah mencakup seluruh kegiatan identifikasi flora dan fauna
yang dilindungi namun SOP belum mengacu kepada regulasi/peraturan terbaru
yang terkait flora fauna dilindungi yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan
Produksi, Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung,
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang
Dilindungi, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.
SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan
satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan
Hutan (PBPH), dan Standar Operasional Prosedur No.
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SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang
Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. PT
Poleko Yubarsons telah menyediakan prosedur identifikasi yang mencakup flora
dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
namun SOP belum mengacu kepada ketentuan/regulasi baru yang berlaku.

Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
(Bobot : 2) langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi yang
Justifikasi dilakukan oleh PT Poleko Yubarsons disandingkan dengan dokumen SOP

identifikasi flora fauna adalah sebagai berikut :

Kegiatan Berdasarkan SOP

Implementasi Di lapangan

Identifikasi Flora

e Menyusun daftar flora dilindungi,
endemik, langka, jarang dan terancam
punah untuk flora yang ada di Provinsi
Maluku Utara

inventore Timber, bisa dilaksanakan
secara terpisah (tersendiri), atau
dilaksanakan bersamaan saat
inventarisasi hutan berkala menyeluruh
(IHBM), pada saat pelaksanaan ITSP

Data hasil inventore flora selanjutnya di
analisa dan diidentifikasi untuk dapat
diketahui status perlindungannnya dan
tingkat kerawanannya

Status perlindunga flora didasarkan pada
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan
dan Satwa dan Peraturan Pemerintah
Repulik No 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan
Satwa Liar

Status kerawanannya disesuaikan
dengan CITES Appendices Red List IUCN
Susun hasil identifikasi ke dalam
dokumen laporan dan sampaikan kepada
Camp Manager dan Bidang lain
(Perencanaan dan Produksi)

Hasil kegiatan identifikasi flora dilindungi
di dokumentasikan dengan baik, dalam
bentuk barang cetakan (hard copy) dan
data elektronik (soft copy)

o PT Poleko Yubarsons telah menyusun daftar
flora dilindungi

« Inventarisasi flora telah dilakukan secara
tersendiri pada beberapa kawasan lindung
(KPPN dan sempadan sungai)

 Status perlindungan belum mengacu kepada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang
Dilindungi

o PT Poleko Yubarsons belum menyusun laporan
hasil identifikasi flora yang dilindungi secara
berkala

Identifikasi Fauna

e Menyusun daftar fauna dilindungi,
endemik, langka, jarang dan terancam
punah untuk flora yang ada di Provinsi
Maluku Utara

e inventore satwa, bisa dilaksanakan
secara terpisah (tersendiri), atau
dilaksanakan bersamaan saat
inventarisasi hutan berkala menyeluruh
(IHBM), pada saat pelaksanaan ITSP

o Data hasil inventore fauna selanjutnya di
analisa dan diidentifikasi untuk dapat

o PT Poleko Yubarsons telah menyusun daftar
fauna dilindungi yang tertuang di dalam Laporan
Inventarisasi KPPN Tahun 2022

 Inventarisasi fauna telah dilakukan secara

tersendiri pada beberapa kawasan lindung
(KPPN dan sempadan sungai)

 Data hasil inventarisasi telah dituangkan di
dalam Laporan Inventarisasi KPPN Tahun 2022
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diketahui status perlindungannnya dan o Status perlindungan belum mengacu kepada
tingkat kerawanannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
« Status perlindungan fauna didasarkan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
1999 tentang Pengawetan Jenis tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pemerintah Repulik No 8 Tahun 1999 Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang
dan Satwa Liar Dilindungi

o Status kerawanannya disesuaikan
dengan CITES Appendices Red List IUCN | e PT Poleko Yubarsons belum menyusun laporan

o Susun hasil identifikasi ke dalam hasil identifikasi fauna yang dilindungi secara
dokumen laporan dan sampaikan kepada berkala
Camp Manager dan Bidang lain
(Perencanaan dan Produksi)

o Hasil kegiatan identifikasi fauna
dilindungi di dokumentasikan dengan
baik, dalam bentuk barang cetakan (hard
copy) dan data elektronik (soft copy)

Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Poleko Yubarsons belum
seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi.

3. Verifier 3.4.3

Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau

(Bobot :2) langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan - Kegiatan identifikasi flora telah dilakukan yang dilakukan di kawasan lindung
Justifikasi KPPN dan sempadan sungai. Teridentifikasi jenis-jenis flora dilindungi,

langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu jenis-jenis pohon berkayu,
anggrek dan kantong semar.

- Kegiatan identifikasi fauna telah dilakukan yang dilakukan di kawasan lindung
KPPN dan areal sempadan sungai. Teridentifikasi jenis-jenis fauna dilindungi,
langka, jarang, terancam punah dan endemik diantaranya yaitu burung nuri,
burung kakatua, dan burung enggang.

- Hasil identifikasi flora dan fauna dituangkan dalam daftar flora dan fauna
namun belum dibuat dokumen Laporan hasil identifikasi

- Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun
belum didukung dengan rekaman yang memadai (tidak terdapat buku
laporan hasil identifikasi).

Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun

belum didukung dengan rekaman yang memadai (tidak terdapat buku laporan
hasil identifikasi).

Nilai Kinerja Indikator

(10/15) x 100% = 66,67% = SEDANG

Nilai
Kematangan/Bobot

2
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13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang

dilindungi dan ABKT)

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah
serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1. Verifier 3.5.1

Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang

(Bobot : 1) dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan PT Poleko Yubarsons telah memiliki prosedur pelaksanaan kegiatan pengelolaan
Justifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik, yaitu sebagai berikut :

- SOP Pengelolaan Flora Dilindungi, Nomor Dokumen: S0-4-18, Revisi 00
tanggal 27 November 2023. SOP tidak mencantumkan
acuan/referensi/regulasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan.

- SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi, Nomor Dokumen: SO-4-19, Revisi 01
tanggal 27 November 2023.  SOP tidak mencantumkan
acuan/referensi/regulasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan.

SOP secara umum telah mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan

fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

namun SOP belum mengacu pada ketentuan terkait pengelolaan flora dan fauna
dilindungi seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan

Lindung dan Hutan Produksi, Kepres nomor 32 tahun 1990 tentang

pengelolaan kawasan lindung, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa

Yang Dilindungi, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang

perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha

Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan Standar Operasional Prosedur No.

SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang

Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan

oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan

regulasi lainnya.

Tersedia prosedur terdokumentasi pengelolaan mencakup kegiatan antara lain

perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik hasil identifikasi yang lengkap pada areal PT Poleko

Yubarsons namun hanya sebagian yang mengacu ketentuan.

2. Verifier 3.5.2
( Bobot:2)

Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik
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NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan Implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
Justifikasi langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dilakukan oleh PT Poleko
Yubarsons disandingkan dengan dokumen SOP pengelolaan flora fauna adalah
sebagai berikut :
Kegiatan Berdasarkan SOP Implementasi Di lapangan
Pengelolaan Flora
1. Melakukan sosialisasi kepada pelaksana Sosialisasi kepada pelaksana
kegiatan operasional di lapangan dan kegiatan operasional di lapangan
masyarakat mengenai keberadaan flora telah dilaksanakan (wawancara
dilindungi dengan karyawan lapangan).
2. Membuat dan memasang papan pemberitahuan Sosialisasi kepada masyarakat
atas keberadaan flora dilindungi di areal kerja dilakukan secara teriintegrasi
PT Poleko Yubarsons dengan materi lainnya secara
3. Melakukan patroli dan/atau pemantauan secara gggﬁalzset;agztzahun (2019, 2020,
berkala dilokasi dimana flora dilindungi tersebut »dan )
berada, untuk memastikan bahwa flora PT Poleko Yubarsons telah
dilindungi tersebut tidak mengalami gangguan membugt dan memasang papan
4. Melakukan kegiatan rehabilitasi, apabila dijumpai zglzm;)erltghuan keberadaan fiora
kondisi tapak dimana flora dilindungi tersebut ”n‘ ung o
berada dalam keadaan rusak/terganggu Kegiatan patroli dilakukan secara
5. Mencatat semua kegiatan pengelolaan dan b.erkala @ kall-sebulan) o
pemantauan yang dilakukan, serta Tidak ada kegiatan rehabilitasi
menuangkannya dalam sebuah laporan. Tidak terdapat laporan
6. Laporan pengelolaan flora dilindungi pengelolaan flora dilindungi
didokumentasikan dan disimpan dengan baik,
dalam bentuk hard copy dan soft copy
Pengelolaan Fauna
1. Melakukan sosialisasi kepada pelaksana Sosialisasi kepada pelaksana
kegiatan operasional di lapangan dan kegiatan operasional di lapangan
masyarakat mengenai keberadaan fauna telah dilaksanakan (wawancara
dilindungi dengan karyawan lapangan).
2. Membuat dan memasang papan pemberitahuan Sosialisasi kepada masyarakat
atas keberadaan fauna dilindungi di areal kerja dilakukan secara teriintegrasi
PT Poleko Yubarsons dengan materi lainnya secara
3. Melakukan patroli dan/atau pemantauan secara gg;l:alzsetlza&tzahun (2019, 2020,
berkala dilokasi dimana fauna dilindungi » gan )
tersebut berada, untuk memastikan bahwa flora PT Poleko Yubarsons telah
dilindungi tersebut tidak mengalami gangguan membuat dan memasang papan
4. Melakukan kegiatan rehabilitasi, apabila dijumpai zfel_m(lj)erlte_ahuan keberadaan fauna
kondisi tapak dimana fauna dilindungi tersebut ||n. ungi o
berada dalam keadaan rusak/terganggu Kegiatan patroli dilakukan secara
5. Mencatat semua kegiatan pengelolaan dan bfarkala (2 kali sebulan)
pemantauan yang dilakukan, serta Tidak terdapat laporan _
menuangkannya dalam sebuah laporan. pengelolaan fauna dilindungi
6. Laporan pengelolaan fauna dilindungi
didokumentasikan dan disimpan dengan baik,
dalam bentuk hard copy dan soft copy
Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Poleko Yubarsons tidak
seluruhnya sesuai dengan prosedur yang tersedia.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
(Bobot: 2) endemik dan habitatnya di areal PBPH
NILAI KINERJA SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

Halaman 39 dari 67




O 7

W

Tk i Cracilization

RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI !KAN

F1-02.15 LEVIOATION

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons telah menetapkan kawasan lindung yang berada dalam
areal PBPH PT Poleko Yubarsons yang tertuang di dalam dokumen
perencanaan RKUPH Periode 2013-2022 dan RKUPH Periode 2023-2032.
Penetapan kawasan lindung dapat berfungsi untuk perlindungan habitat flora
dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik atau lintasan / home
range fauna. PT Poleko Yubarsons telah memiliki peta lokasi kawasan lindung
areal yang dialokasikan untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka,
jarang, terancam punah dan endemik atau lintasan / home range fauna.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal yang dialokasikan untuk habitat
flora / home range / lintasan satwa, kondisi penutupan hutannya sebagaian
besar masih berhutan, namun pada sebagian kecil khususnya di areal Kawasan
lindung sempadan sungai terdapat gangguan dan aktifitas tidak sesuai
ketentuan yaitu adanya penebangan ilegal dan perburuan satwa burung yang
dilindungi (burung Nuri dan burung Kakatua).

Terdapat alokasi areal di dalam PBPH PT Poleko Yubarsons berupa kawasan
lindung yang berfungsi antara lain sebagai habitat, lintasan, homerange flora
dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada
sebagian areal kawasan lindung tersebut.

Nilai Kinerja Indikator

(10/15) x 100% = 66,67% = SEDANG

Nilai

Kematangan/Bobot

2

4) Kriteria : SOSIAL
14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat
dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat

( Bobot : 1) hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk
penandaan batas secara partisipatif.

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 =2

Ringkasan PT Poleko Yubarsons memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar

Justifikasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, termasuk penandaan batas

secara partisipatif tertuang dalam :

1. SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional/Adat Masyarakat (Nomor Dok. : SO-5-05
Rev.0) tanggal 27 November 2023, dibuat oleh Warsono, dan disetujui oleh
Ichan,s Liwongto.

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor Dok. : SO-5-02 Rev.0) tanggal
27 November 2023, dibuat oleh Warsono, dan disetujui oleh Ichan,s
Liwongto.

3. SOP Penentuan Batas Partisipatif (Nomor dok. : SO-5-03 Rev.0) tanggal 27
November 2023, dibuat oleh Warsono dan disetujui oleh Ichan,s Liwongto.

Hasil telaahan terhadap SOP Penentuan Batas Partisipatif salah satu tujuannya

adalah menentukan batas yang jelas secara partisipatif antara areal yang dikelola
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oleh UM dengan areal yang dikelola oleh masyarakat setempat, namun sampai
pelaksanaaan penilaian belum ada implementasinya terkait penandaan batas
partisipatif terhadap areal yang dikuasai/dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

PT Poleko Yubarsons belum memiliki prosedur sistem tentang deliniasi dan
penandaan batas wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat /
masyarakat setempat.

SOP yang tersedia, masih belum mengacu pada pedoman teknis serta belum
mengacu kepada peraturan yang terbaru seperti peraturan mengenai perhutanan
sosial sesuai P. 9/2021 tentang Perhutanan Sosial, P.7 Tahun 2020 tentang Hutan
Adat dan peraturan lainnya (seperti PermenLHK P.8 Tahun 2021 dan SK.9895
Tahun 2022).

Prosedur PT Poleko Yubarsons yang tersedia masih belum seluruhnya mengacu
pada pedoman teknis serta belum mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang

terbaru.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar
(Bobot : 1) masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 =2
Ringkasan : | Pada periode Sertifikasi Awal (tahun 2024), PT Poleko Yubarsons memiliki rekaman
Justifikasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :

1. Peta Adimistrasi desa-desa Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons
skala 1 : 70.000, berdasarkan peta tersebut areal PT Poleko Yubarsons masuk
wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Obi
Selatan, Kab. Halmahera Selatan

2. Peta Revisi RKUPH PT Poleko Yubarsons Periode Tahun 2013 - 2022 skala 1 :
100.000, dalam peta tersebut terdapat informasi desa-desa sekitar areal PT
Poleko Yubarsons dan informasi keberadaan pemanfaatan lahan oleh
masyarakat sekitar di areal PT Poleko Yubarsons.

3. Peta RKTPH PT Poleko Yubarsons Tahun 2022, terdapat informasi kawasan
yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara global berupa Kebun Kelapa, Pala,
Coklat dan Cengkeh.

4.  Revisi RKUPH PT Poleko Yubarsons Periode tahun 2013 - 2022 (Tahun 2019)
dan telah disahkan berdasarkan SK. Nomor: SK.1571/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 28 Februari 2019, terdapat informasi terkait
rencana kegiatan operasional PT Poleko Yubarsons selama periode 10 tahun
(tahun 2013 - 2022).

5. RKUPH PBPH Periode 2023 - 2032 PT Poleko Yubarsons, yang telah disahkan
berdasarkan SK KepmenLHK Nomor : 7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024,
terdapat informasi terkait rencana kegiatan operasional PT Poleko Yubarsons
periode 10 tahun mendatang tahun 2023 - 2032.

6. RKTUPH-HA PT Poleko Yubarsons Tahun 2019 - Tahun 2021 dan RKTPH
Tahun 2022, merupakan dokumen rincian rencana kegiatan perusahaan pada
tahun berjalan.

PT Poleko Yubarsons telah melakukan identifikasi pola penguasaan SDA/SDH oleh

masyarakat dan atau kelompok masyarakat sekitar, pemanfaatan lahan oleh

masyarakat di areal PT Poleko Yubarsons yang masih berlangsung berupa
kepemilikan Kebun Kelapa, Pala, Coklat dan Cengkeh akan tetapi PT Poleko
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Yubarsons belum melakukan identifikasi terhadap areal yang dikuasai/dimanfaatan
oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat pada waktu Konsultasi
Publik dan wawancara secara langsung (Kades Desa Fluk Ibu Rita Mahmud, Tokoh
masyarakat desa Fluk Bpk. Arifin Hi Umar dan Sekdes Desa Sum Bpk. Rikwon D.)
diperoleh informasi bahwa kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di
areal PT Poleko Yubarsons antara lain berkebun dengan jenis tanaman Kelapa, Pala,
Coklat dan Cengkeh, akan tetapi PT Poleko Yubarsons baru memiliki sebagian
dokumen terkait kegiatan masyarakat di arealnya.

Hasil observasi lapangan aktivitas masyarakat di areal PT Poleko Yubarsons sebagai
berikut :

a) Kebun Masyarakat an. Ibu Siti Hawa dengan koordinat S = 1° 25’ 32,78” dan E
=127° 34’ 40,33”

b) Kebun Masyarakat (Pala dan Coklat) dengan koordinat S = 1° 40’ 05” dan E =
127° 46’ 26”; S = 1° 39’ 53”

c) Kebun Masyarakat (Pala dan Cengkeh) dengan koordinat S = 1° 39’ 53” dan E
=127° 47’ 02"

PT Poleko Yubarsons memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil

pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur

yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.

3. Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH
(Bobot : 2) yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai
prosedur
NILAI KINERJA : | Sedang/ Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan : | PT Poleko Yubarsons telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaaan batas
Justifikasi secara partisipatif di areal PBPH PT Poleko Yubarsons pada sebagian areal yang

dikuasai masyarakat tertuang dalam :

1)  Peta Adimistrasi Desa-desa Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons
skala 1 : 70.000, areal PT Poleko Yubarsons masuk wilayah administrasi 3
(tiga) kecamatan yaitu Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Obi Selatan, Kab.
Halmahera Selatan

2) Peta Revisi RKUPH PT Poleko Yubarsons Periode Tahun 2013 - 2022 skala 1 :
100.000, terdapat informasi terkait desa-desa sekitar areal PT Poleko
Yubarsons dan informasi keberadaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat
sekitar diareal PT Poleko Yubarsons secara umum.

3) Papan nama batas Desa Sum dengan Desa Wooi di areal PT Poleko Yubarsons
dengan koordinat S = 1° 36’ 28” dan E = 128° 0’ 36” (batas desa terkait
dengan pembagian fee produksi kedua desa tersebut).

PT Poleko Yubarsons telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaan

terhadap sebagin batas secara partisipatif di arealnya, akan tetapi tidak didukung

dengan rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur.

Nilai Kinerja Indikator | : | (8/12)x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

Nilai 1|2
Kematangan/Bobot
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15) Indikator 4.2 :
Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1. Verifier 4.2.1 . | Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
(Bobot : 2)
NILAI KINERJA : | Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan : | Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Poleko Yubarsons memiliki
Justifikasi dokumen terkait pemetaan konflik tertuang dalam :

1. Hasil Identifikasi dan Pemetaan Konflik PT Poleko Yubarsons, Semester 2
(dua) Tahun 2020, dengan score nilai 42,13 % (terkendali), akan tetapi belum
disampaikan ke Instansi berwenang.

2. Hasil Identifikasi dan Pemetaan Konflik PT Poleko Yubarsons, Semester 1 &
Semester 2 Tahun 2021, dengan score nilai 42,13 % (terkendali), dan telah
disampaikan ke Instansi berwenang (tanggal 14 Juni 2024)

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Poleko Yubarsons
Semester 1 & 2 Tahun 2022 dan telah disampaikan ke Instansi
berwenang/Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara (tanggal 14 Juni 2024),
berdasarkan hasil identifikasi potensi konflik per kasus diperoleh nilai sebagai
berikut :

a) Pemanfaatan HHBK (Getah Aghatis) dengan score = 45,7 % (Terkendali)

b) Berkebun/berladang di areal PBPH (Pala, Cengkeh dan Coklat) dengan
score = 46,7 % (Terkendali)

c) Penebangan Liar/lllegal logging dengan score = 48,1 % (Terkendali)

Hasil telaahan terhadap dokumenLaporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
yang tersedia, PT Poleko Yubarsons telah melakukan identifikasi potensi konflik
yang ada di arealnya meliputi : Pemanfaatan HHBK (Getah Damar),
Berkebun/berladang di areal PBPH dan Penebangan Liar/lllegal logging, dengan
score antara 45 % - 48 % (dengan status terkendali).

Selama periode audit Sertifikasi Awal PT Poleko Yubersons telah menyusun
sebagian Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (Semeser 1 & 2 Tahun
2021 & Semester 1 & 2 Tahun 2022), dan telah disampaikan ke Instansi yang
berwenang (Dishut Maluku Utara), terdapat tanda bukti penyampaian laporan
tanggal 14 Juni 2024, laporan dibuat tidak sesuai dengan tata waktunya.

2. Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik
( Bobot: 1)
NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1=2
Ringkasan . | Pada Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Poleko Yubarsons memiliki prosedur
Justifikasi resolusi/penanganan konflik tertuang dalam : SOP Pemetaan Potensi Konflik (Nomor

dok. : SO-5-04 Rev.0) tanggal 27 November 2023, dibuat oleh Warsono dan
disetujui oleh Ichan,s Liwongto.

Pada SOP Penyelesaian Konflik tersebut disebutkan bahwa dalam menyelesaian
konflik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pendekatan Kesejahteraan (musyawarah),
2. Penyelesaiaan dengan mencari alternatif /Alternatif Dispute Resolution (ADR)
3. Penyelesaian melalui jalur legal formal atau jalur hukum.
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Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, telah mengacu pada Perdirjen PHPL P.5
Tahun 2016. PT Poleko Yubersons memiliki Prosedur Penyelesaian Konlfik dengan
Masyarakat, namun belum seluruhnya mengakomodir peraturan yang berlaku (P.8
Tahun 2021 Lampiran V), SOP tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat
sekitar, akan tetapi belum disepakati oleh para pihak.

Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan

( Bobot : 1)

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1=2

Ringkasan PT Poleko Yubersons memiliki struktur organisasi/lembaga yang bertugas khusus
Justifikasi menangani konflik sebagai berikut :

1. SK Manager Camp Nomor : 009/PY/SK-MGR/SKRK/ VI11/2020 tanggal 12
Agustus 2021 tentang Pembentukan Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik
dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik PT Poleko
Yubersons, personal yang ditunjuk adalah:

- Kasman Sangaiji (Kabag Pembinaan Hutan)
- Warsono (Kabag Personalia dan Umum)

- Marten Pangeda (Kasi Sosial)

- Charles Diti (Wakil BPD)

Dalam struktur tersebut diatas masih belum melibatkan wakil masyarakat
desa-desa sekitar dan PT Poleko Yubarsons belum menyiapkan dana secara
khusus untuk penanganan konflik.

2. SK Dirut PT Poleko Yubarsons Nomor : 003/SK/Dir-PY/1/2024 tanggal 8 Januari
2024 tentang Penetapan Struktur, Uraian Tugas dan Wewenang Organisasi
Resolusi Konflik PT Poleko Yubarsons, berdasarkan Struktur Organisasi
tersebut Ketua Tim Resolusi Konflik di tingkat base camp adalah Manager
Camp dibantu 4 (empat) orang yaitu Kabag. Pembinaan Hutan (Joko
Pamugkas), Kabag Adumper (J. Deva Libertius), Kabag Sosial (M. Bagus
Amanul Fikri) dan Kasie Pengamanan dan Pelindungan Hutan (Slamet Riyadi),
serta melibatkan tokoh masyarakat sekitar (Kepala Desa, Kepala Adat, Kepala
Marga/SOA), akan tetapi Struktur Organisasi ada tidak dilengkapi dengan Job
Description masing-masing jabatan.

Sedangkan dalam hal pendanaan, PT Poleko Yubarsons telah mengalokasi

biaya/pendanaan secara khusus dalam penanganan konflik, namun baru sebagian

saja yaitu pada tahun 2023 PT Poleko Yubarsons menyusun anggaran penyelesaian
konflik sebesar Rp. 12.500.000, meliputi kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat
mengenai perburuan liar, berkebun dalam hutan dan Sosialisasi pembentukan
kelompok tani di desa Wooi dan Fluk. Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp.

7.000.000,- meliputi kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perburuan

liar, berkebun dalam hutan dan cara pengambilan getah Damar serta pemasangan

papan spanduk/himbauan.

Hasil wawancara dengan Pendamping Kriteria Sosial , selama ini apabila ada konflik
dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan
dengan mengikutsertakan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.

PT Poleko Yubarsons memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan konflik yang
melibatkan para pihak, akan tetapi belum dilengkapi job describtion serta PT Poleko
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Yubarsons telah menyiapkan sebagian anggaran secara khusus untuk penyelesaian
konflik yang dirinci sesuai dengan tahapan penyelesaian konflik.

4. Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
( Bobot : 1)
NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1=2
Ringkasan Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), Berdasarkan Laporan Identifikasi dan
Justifikasi Pemetaan Konflik Tahun 2022 PT Poleko Yubarsons, di areal PT Poleko Yubarsons

hasil identifikasi potensi konflik terdapat 3 (tiga) kasus yang ada di arealnya meliputi

1. Pemanfaatan HHBK (Getah Damar)

2. Berkebun dalam hutan (Pala, Cengkeh dan Coklat)

3. lllegal Logging/Penebang Liar
Terkait penyiapan anggaran resolusi konlfik, pada Tahun 2023 PT Poleko Yubarsons
menyusun anggaran penyelesaian konflik sebesar Rp. 12.500.000,- dan Tahun 2024
sebesar Rp.7.000.000,- yang dirinci sesuai tahapan kegiatannya untuk proses
penyelesaian konflik sebagai berikut :

a) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perburuan liar, berkebun dalam hutan
dan cara pengambilan getah Damar/Agathis

b) Pemasangan Spanduk/ himbauan

¢) Sosialisasi terkait pembentukan Kelompok Tani (Cengkeh/Pala) di desa Wooi
dan Fluk

PT Poleko Yubarsons telah melakukan identifikasi potensi konflik yang ada di

arealnya, PT Poleko Yubarsons telah menyusun sebagian rencana resolusi konflik

yang berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik serta belum melibatkan para pihak.

5. Verifier 4.2.5 Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
(Bobot:2)
NILAI KINERJA : | Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), memiliki laporan terkait penanganan
Justifikasi konflik yang pernah terjadi, sampai saat ini belum ada konflik yang signifikan di areal

PT Poleko Yubarsons, konflik yang ada masih bisa diselesaikan secara musyawarah
dan kekeluargaan.

PT Poleko Yubarsons telah menyusun Laporan Realisasi Penyelesaian Konflik Sosial
Semester 1 & 2 Tahun 2021 dan Semerter 1 & 2 Tahun 2022, kegiatannya yang
dilakukan masih sebatas pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sekitar belum
ada potensi konflik yang telah diselesaikan.

PT Poleko Yubarsons telah membuat sebagian laporan (tersedia 4 laporan dari yang
seharusnya 10 laporan) terkait realisasi pelaksanaan penanganan konflik dan
sebagian telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan
Prov. Maluku Utara).

Nilai Kinerja Indikator | : | (14/21)x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

Nilai 12
Kematangan/Bobot
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16) Indikator 4.3 :
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1. Verifier 4.3.1 . | Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
( Bobot : 1) setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH
oleh pemegang PBPH.
NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1=2
Ringkasan : | PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen/laporan datadan informasi masyarakat
Justifikasi hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh

oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tertuang dalam :

1. Peta Adimistrasi Desa-desa Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons
skala 1 : 70.000, berdasarkan peta tersebut areal PT Poleko Yubarsons masuk
wilayah administrasi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kec. Obi, Kec. Obi Timur dan Obi
Selatan, Kab. Halmahera Selatan

2. Peta Revisi RKUPH PT Poleko Yubarsons Periode Tahun 2013 - 2022 skala 1 :
100.000, terdapat informasi terkait desa-desa sekitar areal PT Poleko
Yubarsons dan informasi keberadaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat
sekitar diareal PT Poleko Yubarsons.

3. Bukti Pembayaran Ganti Rugi lahan/pohon yang terkena jalan houling (didesa
Fluk dan Wooi)

4.  BAST Pembayaran Dana Pembangunan Desa (Fee Kompensasi Produksi)
kepada desa Sum, Wooi dan Fluk.

5. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 - 2021 (tersedia sesuai kegiatan),
sedang tahun 2022 - 2023, tidak tersedia.

6. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Poleko Yubarsons selama tahun 2019 -
2022 rata-rata sebesar 23,50 %

PT Poleko Yubarsons belum memiliki data atau informasi terkait dengan dampak

sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT Poleko Yubarsons terhadap

masyarakat sekitar areal, serta data luas areal yang dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar berupa kebun.

PT Poleko Yubarsons memiliki sebagian dokumen / data dan informasi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh
oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH namun tidak lengkap.

2. Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
(Bobot: 1) hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
NILAI KINERJA : | Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
Ringkasan : | PT Poleko Yubarsons memiliki mekanisme/prosedur terkait peningkatan peran serta
Justifikasi ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :

1. SOP Pembinaan Desa Hutan (Nomor dok. : SO-5-01 Rev.0) tanggal 27
November 2023, dibuat oleh Warsono dan disetujui oleh Ichan,s Liwongto.

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dok. : SO-5-02 Rev.0) tanggal
27 November 2023, dibuat oleh Warsono dan disetujui oleh Ichan,s Liwongto.

3. SOP Perjanjian dan Kesepakatan (Nomor dok. : SO-5-08 Rev.0) tanggal 27
November 2023, dibuat oleh Warsono dan disetujui oleh Ichan,s Liwongto.
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Prosedur tersebut telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan,
ruang lingkup, pengertian, dokumen rujukan, penanggung jawab, prosedur kegiatan.

PT Poleko Yubarsons memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi produktif masyarakat sebagian telah disosialisasikan kepada
masyarakat setempat, akan tetapi belum mendapat persetujuan dari masyarakat.

Verifier 4.3.3
( Bobot: 1)

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan
aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

NILAI KINERJA

Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1=2

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen rencana yang memuat upaya peningkatan
aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
tertuang dalam :

1. Revisi RKUPH PT Poleko Yubarsons Periode tahun 2013 - 2022 (Tahun 2019)
dan telah disahkan berdasarkan SK. Nomor: SK.1571/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 28 Februari 2019, terdapat informasi terkait
rencana kegiatan operasional periode 10 tahun (tahun 2013 - 2022).

2. RKUPH PBPH Periode 2023 - 2032 PT Poleko Yubarsons, yang telah disahkan
berdasarkan SK KepmenLHK Nomor : 7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024,
terdapat informasi terkait rencana kegiatan operasional periode 10 tahun
mendatang tahun 2023 - 2032.

3. RKTUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons Tahun 2019 - 2021 dan RKTPH PT
Poleko Yubarsons Tahun 2022, sedangkan RKTPH Tahun 2023 & 2024 tidak
tersedia.

4. Rencana Opersional (RO) Kelola Sosial/PMDH Tahun 2021 dan 2022, RO
Tahun 2023 - 2024 tidak tersedia.

5. Kesepakatan dengan desa terkait Bantuan Dana Pembangunan Desa/Fee
Kompensasi (Rp. 5.000,-/M?* (untuk desa yang memiliki wilayah RKT).

6. Kesepakatan lainnya terkait dengan kegiatan kelola sosial dengan masyarakat
sekitar.

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Poleko

Yubarsons yang tertuang dalam : RKUPH, RKTPH, RO PMDH/Kelola Sosial dan

beberapa kesepakatan dengan masyarakat, akan tetapi dokumen yang tersedia tidak

lengkap (hanya tersedia sebagian).

PT Poleko Yubarsons memiliki sebagian dokumen rencana pemegang PBPH
mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat, namun tidak lengkap dan belum mengakomodir
aspirasi masyarakat.

Verifier 4.3.4
( Bobot : .2)

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan
ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

NILAI KINERJA

Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktifitas
ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam :

- Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2019 - 2022,
rata - rata sebesar 0 % (kegiatan sosial berupa bantuan saja)

- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki pada :
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a) Tahun 2019 sebesar = 25,00 %
b) Tahun 2020 sebesar = 25,00 %
¢) Tahun 2021 sebesar = 31,37 % (16 dari 51)
d) Tahun 2022 sebesar = 41,79 % (28 dari 67)
e) Tahun 2023 sebesar =0 %
f)  Tahun 2024 sebesar = 17,86 % (5 dari 28)

< Rata-rata = 23,50 %

Pembayaran Fee Kompensasi/Dana Pembangunan Desa, sudah dibayarkan

sesuai kesepakatan masing-masing desa, atau sebesar 100 %
Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Poleko
Yubarsons sebesar :

(0+23,50 +100) % : 3=41,16 % (< 50 %)

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan
ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 41,16 % (< 50%) dari rencana,
tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Nilai Kinerja Indikator | : | (10/15) x 100% = 66,67 % ( SEDANG)

Nilai 2
Kematangan/Bobot

17) Indikator 4.4 :
Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1. Verifier 4.4.1 : | Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
( Bobot : .2) Pemegang PBPH
NILAI KINERJA : | Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
Ringkasan : | PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan
Justifikasi masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi :

v/ Bantuan Dana Pembangunan Desa atau Fee Kompensasi Produksi (desa Sum,
Wooi dan Fluk)

v' Perbaikan/pembuatan jalan Tani (pemakaian alat berat) di desa Sum dan Wooi

v' Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan PT Poleko Yubarsons rata-
rata sebesar 23,50 %

v' Tahun 2023 dan 2024, tidak ada kegiatan kelola sosial karena proses
pembuatan RKU

PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya
melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum
komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, dan baru sebagian yang telah disepakati
program prioritasnya.

2. Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
(Bobot : .1) pemegang PBPH sesuai ketentuan
NILAI KINERJA : | Sedang / Nilai Aktual : 2x 1 =2
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Ringkasan
Justifikasi

Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen
rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian
program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan
anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen :

v" Revisi RKUPH PT Poleko Yubarsons Periode tahun 2013- 2022 (Tahun 2019)
dan telah disahkan berdasarkan SK. Nomor: SK.1571/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 28 Februari 2019

v" RKUPH PBPH Periode 2023 - 2032 PT Poleko Yubarsons, yang telah disahkan
berdasarkan SK KepmenLHK Nomor : 7977 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024,
terdapat informasi terkait rencana kegiatan operasional periode 10 tahun
mendatang tahun 2023 - 2032.

v" RKTUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons Tahun 2019 - 2021 dan RKTPH PT Tahun
2022 (RKT Tahun 2023 & 2024 tidak tersedia).

v" Rencana Opersional (RO) Kelola Sosial/PMDH PT Poleko Yubarsons Tahun 2019
dan Tahun 2021, sedang RO Tahun 2022, 2023, 2024 tidak tersedia.

v' Kesepakatan terkait Dana Pembangunan Desa atau Fee Kompensasi (Rp. 5.000,-
/M®), untuk desa yang memiliki wilayah di blok RKT

v' Pemanfaatan Tenaga Kerja dari masyarakat Lokal sebesar = 23,50 %

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar pada saat
konsultasi publik diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan
sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT
Poleko Yubarsons, namun belum seluruhnya diimplementasikan.

PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas, dukungan
SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.

Verifier 4.4.3
( Bobot : 1)

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh
pemegang PBPH

NILAI KINERJA

Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2

Ringkasan
Justifikasi

Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Poleko Yubarsons memiliki
mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan
lingkungan antar lain :

1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (Nomor dok. : SO-5-01 Rev.0) tanggal
27 November 2023, dibuat oleh Warsono dan disetujui oleh Ichan,s Liwongto.

2. SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (Nomor dok. : SO-5-02 Rev.0) tanggal
27 November 2023, dibuat oleh Warsono dan disetujui oleh Ichan,s Liwongto.

3. SOP Pembayaran Dana Kompensasi (Nomor dok. : SO-5-06 Rev.0) tanggal 27
November 2023, dibuat oleh Warsono dan disetujui oleh Ichan,s Liwongto.

4. SOP Perjanjian dan Kesepakatan (Nomor dok. : SO-5-08 Rev.0) tanggal 27
November 2023, dibuat oleh Warsono dan disetujui oleh Ichan,s Liwongto.
Prosedur tersebut memiliki sistimatika mencakup : pengertian, tujuan, penanggung

jawab, lokasi kegiatan, data/masukan, hasil/keluaran, prosedur kerja.

PT Poleko Yubarsons memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan
lingkungan oleh perusahaan, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan
program prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.
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Verifier 4.4.4
( Bobot : 2)

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh
pemegang PBPH

NILAI KINERJA

Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar
dengan bukti :

1. Notulensi Pertemuan Sosialisasi dengan masyarakat Desa Sum dan Sosepe, di
kantor Kec. Obi Timur tanggal 28 Mei 2018

2. BA Sosialisasi dengan masyarakat Wooi tanggal 18 Desember 2018, sosialisasi
Visi Misi, Blok RKT 2019, Kawasan Lindung, Kegiatan Sosial/PMDH dan Batas
areal IUPHHK (hadir 58 peserta ).

3. BA Hasil Rapat Pemerintah Desa Masyarakat Wooi dan PT Poleko Yubarsons,
tanggal 28 Oktober 2019 (hadir 45 peserta), dibuat kesepakatan antara kedua
belah pihak.

4. BA Sosialisasi RKT 2020 PT Poleko Yubarsons di Kantor Desa Fluk tanggal 4
Januari 2020, sosialisasi Vis Misi, Blok RKT 2020, Kawasan Lindung, Kegiatan
Sosial/PMDH dan Batas real [IUPHHK (peserta 17 orang).

5. BA Kegiatan Sosialisasi Tahun 2021 I[UPHHK-HA PT Poleko Yubarsons di Kantor
Desa Fluk tanggal 18 Januari 2021 sosialisasi Vis Misi, Blok RKT 2020, Kawasan
Lindung, Kegiatan Sosial/PMDH dan Batas real IUPHHK (peserta 17 orang)

6. BA Sosialisasi RKT 2022 PT Poleko Yubarsons di Kantor Desa Fluk tanggal 29
Januari 2022, sosialisasi Vis Misi, Blok RKT 2022, Kawasan Lindung, Kegiatan
Sosial/PMDH dan Batas real IUPHHK (peserta 14 orang).

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik

diperoleh informasi bahwa PT Poleko Yubarsons telah melakukan sosialisasi kepada

sebagian masyarakat desa terdampak terkait Visi Misi dan Tujuan Perusahaan, Blok

RKT Tahun Berjalan, Fee Kompensasi, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung,

namun baru sebagian tersedia Berita Acara Sosialisasinya, sedangkan sosialisasi

untuk tahun 2023 dan 2024 tidak tersedia.

PT Poleko Yubarsons telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait
program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sekitar
terkena dampak, namun hanya tersedia sebagian bukti proses dan hasil
sosialisasinya.

Verifier 4.4.5
( Bobot : 2)

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.

NILAI KINERJA

Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4

Ringkasan
Justifikasi

Pada periode Sertifikasi Awal (tahun 2024), PT Poleko Yubarsons memiliki rencana
dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 - 2022.

a. Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial PT Poleko Yubarsons Semester 1
& 2 Tahun 2020 dan tahun 2021, telah dilaporkan kepada instansi berwenang
(Dinas Kehutanan Prov. Maluku Utara), tersedia bukti tanda terima tanggal 5
Juni 2024.

b. BA Serah Terima kegiatan kelola sosial tersedia sesuai kegiatan yang
dilaksanakan.
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Realisasi kegiatan Kelola Sosial PT Poleko Yubarsons sebagai berikut :
- Tahun 2019 mencapai = 80,19 %
- Tahun 2020 mencapai = 98,30 %
- Tahun 2021 mencapai = 98,53 %
- Tahun 2022 mencapai = 99,02 %
- Tahun 2023 mencapai = 0 % (tidak ada RKT)

Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Poleko Yubarsons
tahun 2019 - 2023, rata-rata sebesar 75,21 %, dilengkapi dengan sebagian bukti
sesuai kegiatannya, sedang realisasi Kelola Sosial/PMDH tahun 2023 & 2024, tidak
tersedia dikarenakan RKUPH masih dalam proses pengesahan.

Kegiatan kelola sosial PT Poleko Yubarsons pada periode audit Sertifikasi Awal
meliputi :

1. Fee Pembangunan Desa (Fee Kompensasi) untuk desa yang memiliki wilayah
operasional perusahaan (Rp.5.000/m3)

Bantuan BBM untuk Penerangan/listrik Sum

Bantuan Material Kayu untuk bangunan sarpras desa.

Perbaikan/pembuatan jalan Tani (pemakaian alat berat) di desa Sum dan Wooi
Bantuan penggusuran untuk lapangan bola (di desa Fluk)

Bantuan pembangunan gedung SMA di desa Fluk

Bantuan hari besar keagamaan dan HUT R

Bantuan Perbaikan Sarpras desa di desa Sum dan desa Fluk

Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal rata-rata sebesar = 23,50 %

© XNk OD

Nilai Kinerja Indikator | : | (16/24)x100 % = 66,67 % (SEDANG)

Nilai 12
Kematangan/Bobot

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1. Verifier 4.5.1 : | Ketersediaan sarana hubungan industrial.
( Bobot : 1)
NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 =2
Ringkasan : | Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2024), PT Poleko Yubansons memiliki sarana
Justifikasi hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam:

e  Peraturan Perusahaan PT Poleko Yubansons periode tahun 2019 - 2021 yang
telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab.
Halmahera Selatan tanggal 21 September 2019 tentang Pengesahan Peraturan
Perusahaan PT Poleko Yubansons, dengan masa berlaku sampai 2 (dua)
Tahun, tidak tersedia BA Sosialisasi PP kepada karyawannya .

Halaman 51 dari 67




Tk i Cracilization

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

RESUME HASIL PELAKSANAAN VKAN

F1-02.15 LEVIOAT 0N

e Dengan berakhirnya masa belakunya Peraturan Perusahaan PT Poleko
Yubarsons periode tahun 2019 - 2021, PT Poleko Yubarsons telah
mengajukan permohonan pengesahan PP periode tahun 2024 - 2026 kepada
Disnakertrans Kab. Halmahera Selatan (terdapat bukti tanda terima tanggal 18
Mei 2024)

e DiLingkungan PT Poleko Yubarsons belum terbentuk Serikat Pekerja akan
tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Surat Pernyataan Direktur Utama
tertanggal 16 Januari 2017 tentang Kebebasan Karyawan Dalam Berserikat,
Perusahan memberi kebebasan kepada karyawan PT Poleko Yubarsons untuk
untuk membentuk/menjadi anggota serikat buruh.

e Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan PT Poleko Yubarsons masih dalam
proses.

e Tersedia contoh SPK an. Eko Heri Sukoco dan Wimpi Manikam (PKWT) telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda pada waktu
masuk kerja berumur 21 Tahun 7 bulan, an. Agus Setyah Anam

e Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.

PT Poleko Yubansons memiliki peraturan perundang-undangan
ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia
nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab
IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24
Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017
tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

PT Poleko Yubansons belum memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang
legal dan tidak lengkap, serta belum memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang disepakati.

Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.

( Bobot : 1)

NILAI KINERJA Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 =2

Ringkasan PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen standart jenjang karir yang dituangkan
Justifikasi dalam PP PT Poleko Yubansons Periode 2019 — 2021 pada Bab V-VI Pasal 19 -21

tentang Perubahan Jabatan, Ketentuan Perubahan Jabatan dan Penilaian Prestasi.

Implementasi peningkatan jenjang karir karyawan PT Poleko Yubarsons berupa
peningkatan jabatan yang lebih tinggi dan perubahan upah.

Implementasi kebijakan jenjang karir PT Poleko Yubarsons Tahun 2019 - 2024

No Tahun | Promosi Nama Keterangan
1 2019 1 Djumeri Kabag Binhut
2 2020 4 1. Robert W. Baik

2. Sahil S Baik
3. Syahrial D. Baik
4. Waiman Baik
3 2021 0 -
4 2022 0 -
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5 2023 0 -

6 2024 2 1. Eko Heri S. TUK & Keuang

2. Susilo Asst. Manager
Adiyanto

Berdasarkan telaahan terhadap Struktur Organisasi PT Poleko Yubansons yang ada
dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Poleko Yubansons diperoleh
informasi bahwa sebagian besar karyawan PT Poleko Yubansons berstatus sebagai
karyawan kontrak/tidak tetap (PKWT) setiap 6 (enam) bulan dan tidak menjamin
terhadap peningkatan jenjang karir karyawan di perusahaan serta banyak ditemukan
karyawan dengan jabatan rangkap, terdapat implementasi jenjang karir namun tidak
dilengkapi dengan form penilaiannya.

PT Poleko Yubansons memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis
kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diimplementasikan
sebagian, serta karyawan PT Poleko Yubansons sebagian besar berstatus sebagai
karyawan kontrak (PKWT) dan masih terdapat perangkapan jabatan.

Verifier 4.5.3
(Bobot : 2)

Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier

NILAI KINERJA

Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 =4

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubansons memiliki mekanisme pengembangan SDM tertuang dalam
peraturan perusahan PT Poleko Yubansons periode 2019 - 2021 pada Bab VI Pasal
22 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Implementasi Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
tertuang dalam rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pendidikan
dan pelatihan.

Rencana dan realisasi pengembangan SDM PT Poleko Yubansons periode tahun
2019 - 2023 sebagai berikut :

1. Tahun 2019-2020 realisasi pelatihan mencapai 63,24 % ( realisasi 43 orang
dari rencana 68 orang)

2. Tahun 2020 realisasi pelatihan mencapai 100 % ( 24 orang dari 24 yang
direncanakan)

3. Tahun 2021 & 2022 tidak terdapat rencana & realisasi pelatihan mencapai 0
%.

4.  Tahun 2023 realisasi pelatihan mencapai 75,00 % (9 orang dari 12 yang
direncanakan)

Berdasarkan uraian tersebut PT Poleko Yubansons telah merealisasikan

pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan

promosi, untuk tahun 2019 - 2023, realisasi jenis pelatihan rata-rata sebesar 47,65

%.

Hasil telaahan terhadap kebutuhan SDM dalam struktur organisasi PT Poleko
Yubansons masih banyak yang belum lengkap terutama Ganisnya dan tenaga
profesional lainnya, dan sampai saat penilaian PT Poleko Yubansons belum ada
pemenuhan terhadap jabatan tersebut melalui perencanaan pengembangan
kompetensi SDM.

Verifier 4.5.4

Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
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( Bobot : 2)
NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2x 2 =4
Ringkasan : | Dokumen terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan PT Poleko Yubansons
Justifikasi tercantum dalam :

a) PP PT Poleko Yubansons Periode tahun 2019 - 2021 Bab VII - Bab VIII Pasal
23 - 29 tentang Pegajian dan Tunjangan Kesejahteraan

b)  SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 504/KPTS/MU/2023 tanggal 4 Desember
2023 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Ternate Tahun
2024 sebesar Rp. 3.250.000,-.

¢) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. LA dan SN, upah yang diterima sama
dengan UMK yang berlaku di Kab. Maluku Utara ditambah tunjangan lainnya,
dan dibayarkan setiap tanggal 5 - 10, pembayaran gaji sampai saat ini berjalan
lancar.

d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Juni 2024 (an. PT Artha
Sejahtera Rimba) sebesar Rp. 8.352.582,- (peserta 24 orang) dan contoh kartu
perserta BPJS Ketenagakerjaan an. Surtila Hamja dan Prihadi Cahyo R.

e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Juni 2024 (an. PT Artha Sejahtera
Rimba) sebesar Rp. 1.923.416,- (peserta 12 orang) dan contoh kartu BPJS
Kesehatan an. Surtila Hamja dan Prihadi Cahyo R.

f)  Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan yang ada di Camp PT Poleko
Yubansons (Camp P. Kadera) yang ada saat ini seperti : Kantor, Mess
Karyawan, Kantin/dapur dll, saat penilaian masih kurang memadai karena
baru pindah lokasi kerja dan masih dalam proses pembangunan.

g) Di Camp PT Poleko Yubansons tidak dilengkapi klinik perusahaan, namun
tersedia kotak P3K dan apabila ada karyawan yang sakit di rujuk ke Polindes di
desa Baru (ada Bidan dan Mantri) biaya ditanggung perusahan, dan apabila
tidak mampu dirujuk ke Rumah Sakit yang ada Lauwei, selanjutnya di rujuk ke
Ternate.

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. CR dan DM ) diperoleh informasi
bahwa PT Poleko Yubansons telah merealisasikan sebagian besar tunjangan
kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
ada.

PT Poleko Yubansons memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersertaan

jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan serta telah diterapkan
sebagian besar sesuai standar yang berlaku.

Nilai Kinerja Indikator | : | (12/18)x 100 % = 66,67 % (SEDANG)
Nilai 12
Kematangan/Bobot
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1.

5) Standar VLHH Kayu

Prinsip 1:

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

Verifier
1.1.1.a.

Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen legal sebagai berikut :

- SK Pembaharuan HPH yaitu No. SK. 962/Kpts-11/1999 tanggal 14 Oktober 1999
tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Poleko Yubarsons Trading Coy
di Provinsi Maluku. Berdasarkan SK. PT Poleko Yubarsons Trading Coy
memperoleh hak konsesi seluas + 86.599 Ha di Propinsi Daerah Tingkat | Maluku.
SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. Muslimin
Nasution.

- SK. Nomenklatur PBPH yaitu No. SK. 915/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal
13 Oktober 2021. berdasarkan SK istilah IUPHHK-HA dirubah menjadi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

- SK. Nama PBPH yaitu No. SK. 991/MENLHK/SETJEN/HPL.2/9/2022 tanggal 9
September 2022, berdasarkan SK terdapat perubahan Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No. 962/Kpts-11/1999 tentang Pembahatuan Hak
Pengusahaan Hutan/HPH kepada PT Poleko Yubarsons Trading Coy seluas
86.599 Ha di Provinsi Maluku (sekarang Provinsi maluku Utara) berserta lampiran
dan peta lampirannya senagaimana telah diubah dengan SK.
915/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, berubah nama
PBPH dari yang semula an. PT Poleko Yubarsons Trading Coy menjadi an. PT
Poleko Yubersons.

- SK Perubahan Ketiga berupa SK MenLHK No. SK.
17/MENLHK/SETJEN/HPL.2/1/2023 tanggal tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 962/KPTS-11/1999 tanggal 14
Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Poleko
Yubarsons (D/H PT Paleko Yubarsons Trading Coy) di Provinsi Daerah Tingkat |
Maluku. Berdasarkan SK perubahan, luas areal kerja PT Poleko Yubarsons berubah
menjadi + 69.815 Ha. Pada SK ini terdapat pengurangan areal kerja akibat adanya
Proyek Strategis Nasional pertambangan nikel.

- Akta Pendirian yaitu Akta No. 21 tanggal 11 Mei 1994 oleh Notaris Nany
Werdiningsih Sutopo, SH. Akta Perubahan terakhir Akta No. 06 tanggal 20
Desember 2023 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio,SH, M.Kn, berupa
Pernyataan Keputusan Rapat PT Poleko Yubarsons telah diberitahukan ke
Kemenkumham, terdapat Surat Kemenkumham No. AHU-AH.01.09-0198391
tanggal 20 Desember 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT Poleko Yubarsons.

- NIB Berbasis Resiko No. 9120200962732 diterbitkan di Jakarta pada 23
September 2019 Perubahan ke-5, tanggal 2 Februari 2022, dicetak tanggal 2
Februari 2022.

- NPWP No. 01.651.325.1-086.000 PT Poleko Yubarsons beralamat Rukan Puri
Niaga | JI Puri Kencana K-7 No. 1-V Kembagngan Selatan Kembangan Kota Adm.
Jakarta Barat DKI Jakarta 11610.

Verifier
1.1.1.b

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika
tidak ada)
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Nilai NOT APPLICABLE
Ringkasan Pada areal PBPH PT Poleko Yubarsons tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah
Justifikasi diluar kegiatan PBPH.

2. Prinsip 2:

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1 | Verifier 2.1.1.a

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan
lampiran- lampirannya.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan = PT Poleko Yubarsons memilki dokumen RKUPH pada periode berjalam yang
Justifikasi telah disahkan, yaitu RKUPH Periode 2023 - 2032, disahkan sesuai SK Plt

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Nomor 7977 Tahun 2024 Tanggal 4 Juni 2024.

=  SK Pengesahan RKUPH 2023 - 2032 dilengkapi dengan Lampiran Peta RKUPH
2023 - 2032 skala 1 : 100.000.

2 | Verifier 2.1.2.a.

Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar
isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan

e Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan
oleh pejabat yang berwenang.

e Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Nilai MEMENUHI
Ringkasan a) Dokumen RKUPH Periode 2023 - 20232 yang telah disahkan, meliputi dokumen
Justifikasi :

i. Buku RKUPH 2023 - 2032 dan Peta-Peta Lampirannya yang disusun
berdasarkan IHMB yang telah disahkan.
ii. SK Pengesahan RKUPH 2023 — 2032 Nomor 7977 Tahun 2024 Tanggal 4
Juni 2024 beserta Peta Lampiran SK berupa Peta RKUPH 2023 - 2032.
b) Tidak terdapat RKT yang telah disetujui secara approval pada periode audit (2
tahun terakhir), yaitu RKT 2023 dan RKT 2024 dengan alasan :
Untuk RKT 2023, karena RKUPH Periode 2023 — 20232, belum disahkan;
Untuk RKT 2024, saat pelaksanaan audit tanggal 7 — 14 Juni 2024, RKT
2024 masih dalam tahapan kegiatan penyusunan, sebab RKUPH Periode
2023 - 20232 baru disahkan pada tanggal 4 Juni 2024, namun terdapat
Peta Rencana Penataan Areal Kerja Blok RKT 2024 yang dibuat oleh Ganis
PH Perencanaan Hutan an. Pasha Cahyo Basworo No. Reg. Sertifikat
Kompetensi No. GNS 2063 3447 2023.
c) Kepemilikan RKT terakhir yang telah disetujui adalah RKT Tahun 2022.
d) Pada periode audit terdapat kegiatan pengangkutan kayu hasil produksi RKT
2022, dari TPK Hutan/Logpond di Desa Fluk ke TPK Industri.
e) Menimbang kondisinya sesuai point b), c) dan d), maka audit untuk Prinsp 2 dan
Prinsip 3 dilakukan dengan berbasis RKT Tahun 2022.
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- Luas 1.758 Ha, 13.967 pohon, volume 37.858,28 m3.

T.36 T.37 U.33 U.34 dan U.35

dengan :
23/12/2023.

23/12/2023.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

dan Kehutanan Republik Indonesia.

Dalam SK disebutkan bahwa :

f)  Dokumen RKTPH Tahun 2022 telah disahkan sesuai SK. Direktur Utama PT
Poleko Yubarsons No. 16/SK/DIRUT-PY/1/2022 tanggal 17 Januari 2022.,
dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000 dengan arget tebangan :

- Petak : P.33 P.34 Q.33 Q.34 Q.35 Q.36 Q.37 Q.38 Q.39 Q.40 R.33 R.34 R.35
R.36 R.37 R.38 R.38 R.39 S.33 S.34 S.35 S.36 S.37 S.38 S.39 T.33 T.34 T.35

g) Terdapat Peta Rencana Penataan Areal Kerja Blok RKT 2022 yang dibuat oleh
Ganis PH Canhut pelaksana Timber Cruising dan Pembuat LHC RKTPH Tahun
2022 an. Taufik Nasir No. Reg. 01200003928 berlaku 23/12/2020 sd. 23/06/2024

Surat Penempatan Ganis PH No. 145573958693 berlaku 15/06/2022 sd.
Surat Persetujuan Penugasan 141021039 berlagku 19/10/2021 sd.

h) RKTPH Tahun 2022 disusun berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA
Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 - 2022 dan telah disahkan melalui

SK.

1571/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 28 Februari 2019. Dokumen
disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ub. Direktur
Usaha Hutan Produksi, Ir. Istanto, M.Si atas nama Menteri Lingkungan Hidup

Dokumen RKU dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 100.000.

Di areal TPTI etat luas maksimum = 17.767 Ha/10 th atau + 7.639 Ha/4 th.
Etat volume maksimum £ 364.256 m3/10 th atau £ 135.577 m3/4 th.

Berdasarkan dokumen Revisi RKU rencana penebangan pada blok RKT Tahun
2022 adalah seluas 1.858 Ha dengan volume 61.481,24 m3.

Verifier 2.2.1.a.

Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Pelaksanaan ITSP untuk Blok RKT Tahun 2022 .
Justifikasi

Terdapat LHC RKT 2022 PT Poleko Yubersons.Luas : 1.758 Ha (32 Petak).

Diameter Pohon
No Jenis 40-49 50-59 60 up 40
N v N v N v N v
1 Kel Meranti 527 | 460,08 | 6.323 | 10.660,57 | 5.156 | 22.077,25 | 12.006 | 33.19%
2 Kel Rimba C 63 49,93 733 1.113,71 | 1.165 3.496,74 1.961 4.66(
Total 590 | 510,01 | 7.956 | |02 | g3p7 | 25570 | 4307 | T
LHC PWH Tahun 2022
Diameter Pohon
No Jenis 20-29 cm 30-39 cm 40-49 cm 10 cm up
N Vv N Vv N Vv N v
1 Kel Meranti 681 134,49 586 267,73 661 511,14 1.928 913
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2 | Kel Rimba C 228 47,73 387
Jumlah 909 | 182,22 973

174,26 83 67,31 698 289,30
441,98 744 578,46 | 2,626 | 1.202,66

Terdapat Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Poleko
Yubarsons (Ir. Jefry G. Basrawy) dan Tenaga Teknis Profesional (Canhut) Taufik
Nasir pada tanggal 31 Desember 2021 yang berisi bahwa informasi dalam RKTPH
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan..

Terdapat Peta Rencana Kerja yang dibuat oleh Ganis PH Canhut pelaksana Timber
Cruising dan Pembuat LHC RKTPH Tahun 2022 an. Taufik Nasir No. Reg.
01200003928 berlaku 23/12/2020 sd. 23/06/2024, Surat Penempatan Ganis PH No.
145573958693 berlaku 15/06/2022 sd. 23/12/2023, Surat Persetujuan Penugasan
141021039 berlagku 19/10/2021 sd. 23/12/2023.

Pada tahun 2024 PT Poleko Yubarsons memiliki Ganis PH Perencanaan Hutan an.
Pasha Cahyo Basworo No. Reg. Sertifikat Kompetensi No. GNS 2063 3447 2023.

Verifier 2.2.1.b

Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal
yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di
lapangan.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Terdapat Peta Kerja RKT Tahun 2022 skala 1 : 50.000 disahkan melalui SK. Direktur
Justifikasi Utama PT Poleko Yubarsons No. 16/SK/DIRUT-PY/1/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Pada Peta tersebut telah digambarkan dan ditandai lokasi petak tebang dan areal
yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai. Penandaan batas kawasan
lindung sempadan sungai terlihat jelas di Peta RKT 2022 yaitu pada Petak S.37, S.38
dan R.38 berupa pewarnaan dengan warna coklat muda.

Verifier 2.2.1.c

Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan
implementasinya di lapangan.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Pada periode audit terdapat kegiatan pengiriman kayu dari TPK Hutan/Logpond di
Justifikasi Desa Fluk ke TPK Industri. Kayu berasal kegiatan penebangan di blok RKT Tahun

2022 yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK No. KB.C.2117338 diterbitkan
tanggal 3 Juli 2023. Kayu yang dikirim seluruhnya berasal dari LHP No. 24-LHP-KB-
BLOK-RKT-PY-2-2022 yang dibuat tanggal 29 Desember 2022. Jumlah kayu bulat
hasil penebangan sebanyak 998 batang dengan volume 4.316,81 m3. Kayu produksi
berasal dari Petak Q.33, Q.34, NQ.35, T.36, T.37, U.34, P.34 dan Q.36.

Terdapat Peta Kerja RKT Tahun 2022 skala 1 : 50.000 disahkan melalui SK. Direktur
Utama PT Poleko Yubarsons No. 16/SK/DIRUT-PY/1/2022 tanggal 17 Januari 2022.
Pada Peta tersebut batas petak tebang terlihat jelas di Peta dibatasi oleh garis putus-
putus dan pewarnaan kuning meliputi Petak P.33 P.34 Q.33 Q.34 Q.35 Q.36 Q.37
Q.38 Q.39 Q.40 R.33 R.34 R.35 R.36 R.37 R.38 R.38 R.39 S.33 S.34 S.35 S.36 S.37
S.38 S.39 T.33 1.34 T.35 T.36 T.37 U.33 U.34 dan U.35 dan dan areal yang tidak
boleh ditebang berupa sempadan sungai. Penandaan batas kawasan lindung
sempadan sungai terlihat jelas di Peta RKT 2022 yaitu pada Petak S.37, S.38 dan
R.38 berupa pewarnaan dengan warna coklat muda. Terdapat Berita Acara Penataan
Areal Kerja URKT Tahun 2022 PT Poleko Yubarsons dengan No. 012/BAP-
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PAK/IX/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Manajer Cam (Jimmy
Sutatnto) dan Bagian Perencanaan Hutan (Taufik Nasir). Berdasarkan Berita Acara
diketahui sebanyak 32 Petak (luas 1.758 Ha) yang masuk dalam URKT Tahun 2022
telah ditata batas.

6 | Verifier 2.2.1.d. | : | Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
Nilai : | NOT APPLICABLE
Ringkasan : | PBPH PT Poleko Yubarson merupakan pemegang PBPH dalam Hutan Produksi yang
Justifikasi memanfaatkan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dan

tidak melaksanakan penyiapan lahan pada sistem silvikultur THPB.

3. Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1 | Verifier 3.1.1. : | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan : | Dokumen LHP
Justifikasi - Pada periode audit terdapat kegiatan pengiriman kayu dari TPK Hutan/Logpond

di Desa Fluk ke TPK Industri yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK No.
KB.C.2117338 yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2023. Kayu yang dikirim
seluruhnya berasal dari LHP No. 24-LHP-KB-BLOK-RKT-PY-2-2022 yang dibuat
tanggal 29 Desember 2022 oleh Petugas Pembuat LHP yaitu Maickel Salakay
No. Reg. 04210007491. Selama tahun 2022 PT Poleko Yubarsons telah
membuat LHP atas kayu hasil penebangan sebanyak 3 LHP dengan volume
sebesar 9.341,13 m3.

- Dalam SK Perubahan Ketiga PBPH PT Poleko Yubarsons yaitu No. SK. MenLHK
No. SK. 17/MENLHK/SETJEN/HPL.2/1/2023 disebutkan bahwa pada tahun 2022
PT Poleko Yubarsons merencanakan tebangan sebesar 39.060,94 m3 dan
terealisasi sebesar 9.341,13 m3 atau sebesar 23,91%.

Petugas Pembuat LHP

- Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Poleko Yubarsons No. SK.014/SK/Dir-
POY/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat
Laporah Hasil Produksi (LHP-KB) PBPH PT Poleko Yubarsons Wilayah
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2021. Berdasarkan
SK Petugas Pembuat LHP yaitu an. Maickel Stevano Salakay No. Reg.
04210007491, berlaku masa penugasan sd. 19 Januari 2023. Masa berlaku
sebagai Pembuat LHP sd. 19 Januari 2023. Terdapat Surat Persetujuan
Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XIV Ambon No.141021040 atas nama
Maickel Salakay sebagai Ganis PKB-R yang dikeluarkan pada tanggal 19-10-
2021 berlaku hingga tanggal 19-01-2023.

- Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Poleko Yubarsons No. SK.022/SK/Dir-
PY/I11/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat
Laporah Hasil Produksi (LHP-KB) PBPH PT Poleko Yubarsons Wilayah
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. Berdasarkan
SK Petugas Pembuat LHP yaitu an. Maickel Stevano Salakay No. Reg.
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23230007491, berlaku masa penugasan sd. 24 Maret 2022. Masa berlaku
sebagai Pembuat LHP sd. 31 Desember 2024.
Uji Petik
Berdasarkan LMKB diketahui bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Awal
tidak terdapat stock kayu bulat di TPn maupun TPK Hutan sehingga tidak bisa
dilakukan uji petik kesesuaian fisik kayu dan dokumen.

Lokasi Logpond Desa Fluk Kecamatan Obi Selatan. Hasil pengamatan pada lokasi
Logpond di Desa Fluk pada koordinat 1°41'18,18”LS dan 127°46’1,578”BT
menunjukan tidak dijumpai adanya kayu bulat.

PT Poleko Yubarsons memiliki Operator Sistem Informasi Penatausahaan Hasil
Hutan (SIPUHH) berdasarkan SK Direktur No. 021/SK/Dir-PY/11/2024 tanggal 5
Februari 2024. Berdasarkan SK tersebut Operator SIPUHH Online yaitu an. Eko Heri
Sukoco. Hasil pengecekan menunjukan bahwa SIPUHH Online berfungsi
sebagaimana mestinya.

Verifier 3.1.2.a.

Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen
angkutan yang sah

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Penerbitan SKSHHK
Justifikasi

- Pada periode audit terdapat kegiatan pengiriman kayu dari TPK Hutan/Logpond
di Desa Fluk ke TPK Industri yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK No.
KB.C.2117338 yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2023 oleh Petugas Penerbit
SKSHHK an. Maickel Stevano Salakay. Kayu yang dikirim seluruhnya berasal
dari LHP No. 24-LHP-KB-BLOK-RKT-PY-2-2022 yang dibuat tanggal 29
Desember 2022.

- PT Poleko Yubarsons tidak menerbitkan SKSHHK ke Logpond karena lokasi
Logpond masih berada pada areal kerja yaitu di Desa Fluk Kecamatan Obi
Selatan pada koordinat 1°41°18,18”LS dan 127°46’1,578"BT

Petugas Penerbit SKSHHK

- Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Poleko Yubarsons No. SK.012/SK/Dir-
POY/X1/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Pengangkatan Penerbit Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) PBPH PT Poleko Yubarsons Wilayah
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020. Berdasarkan
SK Petugas Penerbit SKSHHK yaitu an. Hasnun Abdullah No. Reg.
04200001497, berlaku masa penugasan sd.19 November 2023. Masa berlaku
sebagai Penerbit SKSHHK sd. 19 November 2023. Terdapat Surat Keputusan
Kepala BPHL Wilayah XIV Ambon No.SK. 182/PHPL-BPHP/4.1/112020 atas
nama Hasnun Hasbullah sebagai Ganis PKB-R yang dikeluarkan pada tanggal
20-11-2020..

- Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Poleko Yubarsons No. SK.018/SK/Dir-
PY/11/2023 tanggal 19 Maret 2023 tentang Pengangkatan Penerbit Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) PBPH PT Poleko Yubarsons Wilayah
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2023. Berdasarkan
SK Petugas Penerbit SKSHHK yaitu an. Maickel Stevano Salakay No. Reg.
04210007491, berlaku masa penugasan sd. 19 Juli 2023. Masa berlaku sebagai
Penerbit SKSHHK sd. 19 Juli 2023. Terdapat Surat Persetujuan Penugasan dari
Kepala BPHL Wilayah XIV Ambon No.141021040 atas nama Maickel Salakay
sebagai Ganis PKB-R yang dikeluarkan pada tanggal 19-10-2021 berlaku hingga
tanggal 19-01-2023.
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- Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Poleko Yubarsons No. SK.025/SK/Dir-
PY/11/2024 tanggal 11 Maret 2024 tentang Pengangkatan Penerbit Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHHK) PBPH PT Poleko Yubarsons Wilayah
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2024. Berdasarkan
SK Petugas Penerbit SKSHHK yaitu an. Nurdin Tuo No. Reg. 23230019684,
berlaku masa penugasan sd. 24 Maret 2028. Masa berlaku sebagai Penerbit
SKSHHK sd. 31 Desember 2024.

Uji silang dokumen SKSHHK dengan dokumen penjualan

- Pada periode Juni 2023 — Mei 2024 terdapat penerbitan 1 set SKSHHK No.
KB.C.2117338 dari TPK Hutan/Logpond ke Industri PT Waenibe Wood Industries
di Desa Waspait Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru untuk kayu sebanyak
489 batang dengan volume 2.158,15 m3.

- Terdapat Invoice No. 02/PY-INV/LOG/VII/23 tanggal 3 Juli 2023 ditujukan keada
Pembeli PT Waenibe Wood Industries dengan pengangkut TB Sinar Putra VIII TK
Marina Utama 233. Menyebutkan jumlah kayu 489 batang dengan volume
2.158,15 m3 SKSHHK No. KB.C.2117338 dengan data sama dengan data
SKSHHK No. KB.C.2117338 diterbitkan oleh Maickel Salakay No. Reg.
04210007491 PT Poleko Yubarsons pada 3 Juli 2023 , tujuan PT Waenibe Wood
Industries dengan TPK Industri Desa Waspait Kecamatan Fena Leisela
Kabupaten Buru.. Jumlah kayu bulat 489 batang dengan volume 2.158,15 m3.

Verifier 3.1.3.a

Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan PT Poleko Yubarsons melakukan penandaan atau penempelan Barcode terhadap
Justifikasi pohon pada saat kegiatan ITSP dicatat dan dimuat dalam dokumen LHC termasuk

LHC elektronik. Setelah penebangan dan pembagian batang, dilakukan pengukuran
dan penempelan Barcode pada kayu yang diukur kemudian melakukan pencatatan
dalam Buku Ukur (termasuk Buku Ukur Elektronik) sebagai acuan pembuatan LHP.
Identitas Barcode pada fisik kayu sesuai dengan catatan yang diupload dalam
SIPUHH. PT Poleko Yubarsons memiliki akses SIPUHH dan masih aktif sehingga
dapat dilakukan penelusuran kayu dari Petak tebang hingga tujuan pengiriman. Pada
periode Sertifikasi Awal (Juni 2023 — Mei 2024) terdapat kegiatan pengiriman kayu
dari TPK Hutan/Logpond di Desa Fluk ke TPK Industri yang dilengkapi dengan
dokumen SKSHHK No. KB.C.2117338. Dengan mengambil contoh kayu yang
tercatat dalam DKB penelusuran kayu dapat dilakukan dengan hasil sebagai berikut :

No. Barcode Dalam LHP NO : 24-LHP-KB-BLOK-RKT-PY-2-2022 LHC PETAK KERJA TEBANGAN RKT TAHUN
DKB SKSHHK - (Tanggal 29-12-2024)
KB.C.2117338 dan
No | Buku Ukur serta Panjan 8 (Cm.) BUKU No. . ] L
LHC Jenis g Vol UKUR No. Poh Jenis © Tinggi
NO : 02- oho m.
3005AXXPLYB Kayu ™) 21 g2 | or | (M3) au. | Petak | Ty Pohon ) (M)
0000000000 BLOK-
' RKT-PY- .
1 151811 Meranti | 14,10 101 90 95 9,99 X11-2022 P-34 16 Meranti | 100 | 18,00
2 151889 Meranti | 19,50 60 45 52 4,14 | (Tanggal | P-34 113 Meranti 58 13,00
29-12-
3 151477 Meranii | 15,10 | 66 | 54 | 60 | 427 | ppp | Q-33 | 30 | Meranti | 50 | 12,00
4 151820 Meranti | 14,30 66 64 65 4,75 Q-33 436 | Meranti 60 14,00
5 151920 Meranti | 18,80 73 53 63 5,86 Q-34 83 Meranti 75 15,00
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Nomor batang dalam DKB Lampiran SKSHHK No. KB.C.2117338 tertelusur hingga
ke Petak LHC yaitu Petak P-34, Q-33 dan Q-34.

Verifier 3.2.1.a.

Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.

Nilai MEMENUHI
Ringkasan Pada periode audit terdapat kegiatan pengiriman kayu dari TPK Hutan/Logpond di
Justifikasi Desa Fluk ke TPK Industri yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK No.

KB.C.2117338 yang diterbitkan tanggal 3 Juli 2023. Kayu yang dikirim seluruhnya
berasal dari LHP No. 24-LHP-KB-BLOK-RKT-PY-2-2022 yang dibuat tanggal 29
Desember 2022 oleh Petugas Pembuat LHP yaitu Maickel Salakay No. Reg.
04210007491.

Selama tahun 2022 PT Poleko Yubarsons telah membuat LHP atas kayu hasil
penebangan sebanyak 3 buah LHP dengan volume sebesar 9.341,13 m3.

Terdapat dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan melalui sistem S| PNBP
sesuai ketentuan dengan total rincian tagihan yang diterbitkan SPP DR sebesar US$
152.738,22 dan SPP PSDH sebesar Rp 727.095.605. Terdapat bukti kode billing
yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang telah diupload atau
dilaporkan.

PT Poleko Yubarsons telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP
RKTPH Tahun 2022 sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti
Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari
SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri. Adapun rincian
total pembayaran atas Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang
diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

- DR sebesar US$ 152.738,22

- PSDH sebesar Rp 727.095.605,-
Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP
dengan Kode Billing yang telah dibayarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP
(SIMPONI). Pada saat pelaksanaan audit Sertifikasi Awal PHL PT Poleko Yubarsons
tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau
PSDH. Dalam tampilan layar SIPUHH Online PT Poleko Yubarsons tanggal 10 Juni
2024 terlihat notifikasi Lunas DR/PSDH.

PT Poleko Yubarsons memiliki Operator Sistem Informasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (SIPNBP) berdasarkan SK Direktur PT Polejo Yubarsons No.
023/SK/Dir-PY/11/2024 tanggal 11 Maret 2024. Berdasarkan SK tersebut Operator
SIPUHH Online yaitu an. Eko Heri Sukoco.

Verifier 3.3.1.a.

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)

Nilai NOT APLICABLE
Ringkasan Untuk Sertifikasi Awal verifier terkait Tanda SVLK tidak diterapkan (NA)
Justifikasi
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Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

Verifier
4.1.1.

Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons merupakan hasil perubahan nama dari Poleko Yubarsons
Trading Coy dimana Perusahaan ini merupakan gabungan dari badan hukum PT
Poleko Trading Coy dan PT Yubarsons Trading Coy. PT Poleko Yubarsons memiliki
dokumen lingkungan yang mencakup seluruh areal kerja berupa Studi Evaluasi
Lingkungan atas nama PT Yubarson Trading Coy seluas + 45.000 Ha yang telah
mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Republik
Indonesia dengan No. 10/DJVI//AMDAL/94 tanggal 20 April 1994 dan SEL atas nama
PT Poleko Trading Coy seluas + 60.000 Ha yang telah mendapatkan persetujuan dari
Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan No.
11/DJVI//AMDAL/94 tanggal 20 April 1994. Studi Evaluasi Lingkungan disusun
mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Verifier
4.1.2.a.

Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pematauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Polekko Trading Coy yang telah
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutahan melalui Surat Keputusan
No. 78/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 April 1995. Terdapat matrik terkait dengan RKL
dan RPL PT Poleko Ybarsons. Berdasarkan dokumen, matrik pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi

1- Kawasan Lindung dan Ara Tiak Efektif

2-  Komponen Fisik Kimia.

3- Komponen Biologi.

4- Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya
PT Poleko Yubarsons telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan terkait dengan kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan
Sungai dan Anak Sungai, KPPN dan KPSL. Juga telah melakukan pengelolaan dan
pemantauan atas areal tidak efektif untuk produksi berupa PUP dan Tegakan Benih.
Selain itu juga telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan atas kegiatan
pengusahaan hutan, pengaruhnya terhadap sifat fisik dan kimia yang terjadi yang
meliputi pembukaan wilayah hutan, penebangan dan penyaradan, kegiatan pembinaan
hutan serta kegiatan perlindingan dan pengamanan hutan,. Juga terhadap kegiatan
yang berpengaruh pada sosial dan budaya masyarakat dari kegiatan operasional dan
pembinaan masyarakat sekitar.

Verifier
4.1.2.b.

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia,
biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik

Nilai

MEMENUHI
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Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons sudah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan pada kawasan lindung, areal tidak fektif, maupun pada areal efektif yang
meliputi aspek fisik—kimia, biologi dan sosial budaya dimana kegiatan yang dilakukan
mengacu pada kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen
RKL dan RPL yang telah disahkan dan terdapat bukti bukti hasil pengelolaan dan
pemantauan dampak penting pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial di lapangan.
Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester | dan Semester Il Tahun 2023 yang
telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melalui Surat No.
12/PY/TERNI1/2024 tanggal 14 Juni 2024 dan diterima oleh Mushari Ibrohim, terdapat
stempel dan tanda terima Laporan..

Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Verifier 5.1.1.a

Pedoman/prosedur K3

Nilai MEMENUHI
Ringkasan PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen SOP terkait dengan K3. Dokumen tersebiut
Justifikasi yaitu SOP K3 No. Dok. No. SO-6-09 No. Revisi : 00 tanggal 27/11/2023 dibuat oleh

Warsono disetyjui oleh Ichan’s Liwongto. Berdasarkan hasil telaah dokumen Daftar
Isi/Sistematika SOP terdiri dari :

Pengertian

Tujuan
Penanggung Jawab
Lokasi Kegiatan
Prosedur

1. Pelaksanaan
2. Pelaporan

moowm»

PT Poleko Yubarsons memiliki organisasi P2K3. Terdapat Surat Keputusan
Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Poleka
Yubarsons No. 008/SK/Dir-PY/11/2024 tanggal 15 Februari 2024. Berdasarkan SK
Susunan Panitia Pembina K3 adalah sebagai berikut :

Ketua Rojer Lee Sulistio
Sekretaris Susilo Adiyanto

Pelaksana Harian Wempi Manikam
Anggota Joko Pamungkas

Sugiono
Nanang Rumanto
Uce Tony Wales

Verifier 5.1.1.b

Ketersediaan peralatan K3

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

PT Poleko Yubarsons memiliki perlatan K3 sesuai dengan kebutuhan. Peralatan
tersebut berada pada beberapa lokasi seperti Base Camp, Camp Produksi, Logpond,
Bengkel dan alat transportasi. Terdapat Daftar Peralatan K3 PT Poleko Yubarsons
sebagai berikut :

Halaman 64 dari 67

LPVIOITAON




4
ﬂb j’ RESUME HASIL PELAKSANAAN VKAN

w PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI : e
Tousd inid Cracifization F1-02.15 LPVI-O17-I0H

No | NamaBarang | Sat | Jumlah | Kondisi Keterangan

1 | Safety Shoes Pcs 10 | Baik Stock/Visitor

2 | Safety Helmet Pcs 10 | Baik Stock/Visitor

3 | Masker Box 10 | Baik Stock

4 | Kotak P3K Unit 2 | Baik SAll Office Area

5 | Jas Hujan Pcs 10 | Baik Stock/Visitor

6 | Kacamata Pcs 10 | Baik Stock/Visitor

Safety

7 | Masker Las Pcs 2 | Baik Bengkel

8 | Sarung Tangan | Pcs 10 | Baik Stock/Visitor

9 | APAR Unit 2 | Baik Bengkel/Logistiik

Hasil pengechekan menunjukan perlatan dalam kondisi baik.

Verifier 5.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya

Nilai : | MEMENUHI

Ringkasan : | Pada periode Sertifikasi bulan Juni 2023 — Mei 2024 PT Poleko Yubarsons memiliki
Justifikasi dokumen terkait dengan kejadian kecelakaan kerja. Berdasarkan dokumen pada

periode tersebut terjadi 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja yang masuk kategori
ringan yaitu pada 15 April dan 2 Mei 2024. PT Poleko Yubarsons telah menangani
kejadian tersebut dan telah melakukan tindakan preventif atau perbaikan untuk
pencegahan di masa mendatang melalui pemasangan papan peringatan, himbauan
dan breefing bagi karyawan. Laporan Kecelakaan Kerja telah disampaikan ke Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat No.
19/LAP-PY/TER/V/2024 tanggal 25 Mei 2024 dan diterima pada 8 Juni 2024,
terdapat tanda terima Laporan yang ditanda tangani dan distempel Dinas.

Verifier 5.2.1 : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan . | Terdapat Surat Edaran Direktur Utama PT Poleko Yubarsons No. 011/SE/Dir-
Justifikasi PY/1/2024 tanggal 22 Januari 2014 tentang Kebebasan Berserikat. Berdasarkan Surat

Edaran tersebut PT Poleko Yubarsons mengizinkan dan tidak akan menghalangi
setiap pekerja/karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota Serikat
Pekerja/Serikat Buruh. Hak dan kewajiban peserta terkait kepesertaannya sebagai
anggota maupun pengurus dalam Serikat Pekerja diberikan sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.

Verifier 5.2.2 . | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai : | MEMENUHI

Ringkasan : | PT Poleko Yubarsons memiliki Peraturan Perusahaan PT Poleko Yubarsons Periode
Justifikasi 2024 - 2026. Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa Peraturan

Perusahaan terdiri dari 14 Bab dan 63 Pasal :
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- BAB | Ketentuan Umum

- BAB Il Hubungan Kerja

- BAB Ill Hak Karyawan dan Kewajiban Karyawan
- BAB IV Larangan Bagi Karyawan

- BABV Jabatan

- BAB VI Pengembangan Kemampuan Karyawan
- BAB VII Penggajian

- BAB VIl Kesejahteraan

- BAB IX Waktu Jerja dan Jam Kerja

- BAB X Cuti

- BAB XI Sanksi

- BAB XIlI Pemutusan Hubungan Kerja

- BAB XIlIl Keluh Kesah dan Perselisihan

- BAB XIV Penutup

PT Poleko Yubarsons telah menyampaikan permohonan pengesahan Peraturan
Perusahaan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Halmahera Selatan melalui Surat No. 045/PY/TER/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 yang
ditanda tangani oleh Direktur..

Terdapat Tanda Terima Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal
18 Mei 2024 oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera

Selatan
Verifier 5.2.3 : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan : | Terdapat Daftar Karyawan PT Polejo Yubarsons Bulan Juni 2024. Berdasarkan
Justifikasi Daftar Karyawan diketahui bahwa jumlah karyawan PT Poleko Yubarsons sebanyak

29 orang terdiri dari 27 orang dengan status karyawan bulanan dan 2 orang
berstatus karyawan harian.

Dari Daftar Karyawan tercatat karyawan termuda atas nama Agus Setya Anam yang
bekerja sebagai Helper Mekanik lahir di Jombang pada 26 Agustus 2002 dan
diterima tercatat pertama kali sebagai karyawan pada tanggal 11 Februari 2024
dengan usia 21 tahun 5 bulan 16 hari.
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